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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pemberlakuan otonomi daerah dalam bidang pendidikan memiliki aspek 

yang sangat luas dan meliputi berbagai faktor seperti pengelolaan anggaran, 

pemanfaatan sumber daya manusia, dan pengembangan potensi lokal lainnya. 

Kebijakan ini tidak dapat dipungkiri telah memberikan kesempatan kepada 

pemerintah daerah untuk lebih terlibat dalam pengambilan berbagai kebijakan 

pendidikan. Diharapkan dengan dekatnya pengambil keputusan dengan institusi 

yang melaksanakan keputusan tersebut, maka kesenjangan antara harapan dan 

kenyataan menjadi kian sempit. Dengan kata lain, kebijakan-kebijakan tentang 

pendidikan diharapkan semakin memperhatikan kebutuhan lembaga-lembaga 

pendidikan dan para peserta didik, serta semakin aplikatif untuk dilaksanakan. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 

31 ayat (3) berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 

sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur 

dengan undang-undang”. Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945 

tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan  untuk  

berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahan Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama 



2 

 

dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah 

“pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia”. 

Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 

adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang MahaEsa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 

ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah telah menetapkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Keagamaan. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada Pasal 37 ayat (1) mewajibkan Pendidikan Agama dimuat   dalam   

kurikulum   pendidikan   dasar,   menengah   dan   tinggi. Pendidikan agama 

pada jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan khusus 

disebut “Pendidikan Agama”. Penyebutan pendidikan agama ini dimaksudkan 

agar agama dapat dibelajarkan secara lebih luas dari sekedar mata pelajaran 

/kuliah agama. Pendidikan Agama dengan  demikian  sekurang-kurangnya  

perlu  berbentuk  mata pelajaran/mata kuliah Pendidikan Agama untuk 

menghindari kemungkinan peniadaan pendidikan agama di suatu satuan 

pendidikan dengan alasan telah dibelajarkan secara terintegrasi. Ketentuan 

tersebut terutama pada penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan 

kesetaraan. 

Selain   itu,   Undang-Undang   Nomor   20   Tahun   2003   tentang   

Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 12 ayat (1) huruf a mengamanatkan 

bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan 
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pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang 

seagama. Ketentuan ini setidaknya mempunyai 3 (tiga) tujuan, yaitu pertama, 

untuk menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama; kedua, dengan adanya 

guru agama yang seagama dan memenuhi syarat kelayakan mengajar  akan  

dapat  menjaga  kerukunan  hidup  beragama  bagi  peserta didik yang berbeda 

agama tapi belajar pada satuan pendidikan yang sama; ketiga, pendidikan 

agama yang diajarkan oleh pendidik yang seagama menunjukan profesionalitas 

dalam penyelenggaraan proses pembelajaran pendidikan agama. 

Dalam Peraturan Pemerintah. No. 55 Tahun 2007, pasal pasal 4, ayat (7) 

menegaskan: “Satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu tidak 

berkewajiban membangun rumah ibadah agama lain selain yang sesuai dengan 

ciri khas agama satuan pendidikan yang bersangkutan.” 

Dalam konteks problem isu agama di satuan pendidikan, ada dua (2) 

katagori lembaga satuan pendidikan. Satuan pendidikan tertutup ( menerima 

siswa seagama) dan satuan pendidikan terbuka (meneriama siswa dari berbagai 

macam agama). Satuan Pendidikan terbuka, terikat oleh UU No. 20 tahun 2003 

dan PP No. 55 Tahun 2007 Pasal 7 , mereka wajib memberikan agama sesuai 

dengan agama siswanya, dengan argumentasi sekolah terbuka membuka 

layanan publik. Sekalipun Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) / MTs/MA, jika 

kemudian mendeklarasikan sebagai sekolah terbuka dan kemudian ada siswa 

non muslim (sesuai UU / Peraturan Pemerintah), maka dia wajib menyediakan 

dan memberikan hak beragama bagi siswa yang berbdeda agama tersebut. 

Pendidikan keagamaan pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat 

sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh 

sebelum Indonesia merdeka, perguruan-perguruan keagamaan sudah lebih dulu 

berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, agama disadari merupakan 
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bagian tak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan keagamaan juga 

berkembang akibat mata pelajaran/kuliah pendidikan agama  yang  dinilai  

menghadapi  berbagai  keterbatasan.  Sebagian masyarakat mengatasinya 

dengan tambahan pendidikan agama di rumah, rumah ibadah, atau di 

perkumpulan-perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan atau 

program pendidikan keagamaan formal, nonformal atau informal. 

Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat 

menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih 

lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan 

kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan.  Dalam  

kenyataan  terdapat  kesenjangan  sumber  daya  yang besar antar satuan 

pendidikan keagamaan. Sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, 

pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan 

ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan 

pemerintah daerah. 

Pendidikan   Agama   dan Pendidikan Keagamaan merupakan kesepakatan 

bersama pihak-pihak yang mewakili umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, 

Buddha, dan Khonghucu. Masing-masing telah memvalidasi rumusan norma 

hukum secara optimal sesuai karakteristik agama masing-masing. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 

dewasa ini menuntut moralitas dan paham kebangsaan yang tinggi, sebab ilmu 

dan pengetahuan yang tidak dibarengi dengan tingkat keimanan dan moralitas 

yang tinggi menyebabkan pendidikan kehilangan esensinya sebagai wahana 

memanusiakan manusia. Banyak orang memiliki kecerdasan yang luar biasa 

dan prestasi yang gemilang secara akademik namun tidak memberikan manfaat 

yang berarti dalam lingkungan masyarakatnya, bahkan menjadi racun yang 
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sangat membahayakan bagi eksistensi budaya dan nilai-nilai kemanusiaan 

karena iman dan moralitasnya rendah. Tidak sedikit kasus amoral terjadi yang 

dilakukan oleh anak-anak usia sekolah maupun oleh para ilmuwan, baik 

melalui layar televisi maupun media masa. Bagaimana seorang anak SMP 

memperkosa rekannya sendiri, membunuh, kecanduan obat-obat terlarang, 

minum-minuman keras, bunuh diri dan lain sebagainya. Hal ini 

menggambarkan bahwa pendidikan yang dilakukan selama ini belum 

menyentuh ranah kesadaran siswa.  

Pelajaran Agama serta pesan-pesan moral yang disampaikan oleh guru di 

depan kelas, tidak mampu menjiwai setiap gerak langkah siswa dalam 

kehidupan masyarakatnya. Hal ini tentunya, disebabkan oleh keringnya 

pembelajaran yang dirasakan siswa, materi-materi pelajaran agama dianggap 

sebagai pelajaran tambahan yang harus dihapal, kemudian ditagih disaat ujian. 

Setelah ujian selesai, materi itupun segera menghilang tanpa bekas. Yang lebih 

parah lagi, di sekolah selama ini terkesan sebagai lembaga pengekangan, tidak 

ubahnya seperti penjara, dimana anak-anak didik dikekang dengan aturan yang 

serba ketat dan materi pelajaran yang begitu padat. Hampir tidak ada gagasan 

ataupun ide yang berasal dari siswa dapat berkembang dan menjadi perhatian. 

Dampaknya, ketika anak-anak selesai ujian nasional, mereka ramai- ramai 

mencoret baju, berteriak dijalanan dan ngebut-ngebutan. Seolah-olah mereka 

sudah bebas dan lepas dari semua pengekangan.  

Inilah sebenarnya cerminan pendidikan Indonesia dewasa ini. Apabila 

situasi ini dibiarkan, maka bisa jadi masyarakat akan menjadi masyarakat yang 

rusak, masyarakat yang tidak memiliki nilai-nilai budaya yang harus dijunjung 

tinggi, masyarakat yang melupakan jati dirinya sendiri. Masyarakat yang cerdas 

dari sisi keilmuan, namun tidak memiliki kemampuan untuk mengerti dan 
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memahami orang lain bahkan masyarakat yang tidak tahu dari mana asalnya. 

Di sini akan terlihat masyarakat pada kondisi yang sangat memperihatinkan, 

karena jauh dari nilai-nilai agama dan budaya yang ada. Untuk itu, peranan 

guru sangat besar dalam menanamkan nilai-nilai spiritual dan moralitas sedini 

mungkin, tentunya melalui pembelajaran yang memberikan ruang gerak yang 

lebih luas kepada siswa untuk mampu memahami diri dan orang lain 

disekitarnya serta mampu memahami dan menjiwai ajaran- ajaran agama yang 

sifatnya doktrinal secara baik dan benar. Guru hendaknya mampu berperan 

sebagai pembimbing untuk menuntun siswa memulai proses belajar, memimpin 

siswa agar hasil proses belajar sesuai dengan tujuan pengajaran, serta sebagai 

fasilitator dalam mempersiapkan kondisi yang memungkinkan siswa untuk 

melakukan kegiatan belajar.  

Hal ini dapat dilakukan oleh para guru mulai dari pemilihan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi pendidikan Agama, serta 

karakteristik pembelajar, dan pemilihan strategi yang tepat dalam 

menimplementasikan pembelajaran Agama di Kelas. Terdapat semacam 

sinyalemen, bahwa harapan tumbuhnya sifat kreatif dan antisipatif para guru 

Agama dalam praktek pembelajaran untuk pemahaman siswa dewasa ini masih 

belum optimal. Hal ini, tampak terjadi mulai dari bangku pendidikan formal 

yang paling rendah hingga perguruan tinggi. Semua ini diduga sebagai salah 

satu faktor penyebab rendahnya kualitas dan kuantitas proses dan produk 

pembelajaran Agama. Kualitas proses pembelajaran Agama dapat dilihat dari 

pelaksanaan pembelajaran yang tidak lebih dari kegiatan pembelajaran yang 

bersifat rutinitas, dimana materi pembelajaran tidak sampai menyentuh 

kesadaran siswa, melainkan hanya sekadar sebagai syarat kelulusan ujian 

sekolah yang materi ajarannya harus dihafal sesuai dengan buku teks.  
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Hasil pembelajaran ini, jelas tidak memberikan arti apa-apa dalam 

pembangunan moral dan mental siswa sebagaimana yang diharapkan dalam 

tujuan pembelajaran. Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, 

faktor proses merupakan inti dari proses pendidikan formal di sekolah yang di 

dalamnya terjadi interaksi antara berbagai komponen pengajaran. Komponen-

komponen itu dapat dikelompokkan dalam tiga kategori utama yaitu: guru, isi 

materi, dan siswa. Interaksi antara ketiga komponen utama tersebut melibatkan 

sarana dan prasarana seperti: model dan metode pembelajaran yang digunakan, 

media, dan penataan lingkungan tempat belajar, sehingga tercipta situasi belajar 

mengajar yang memungkinkan tercapainya tujuan yang telah direncanakan 

sebelumnya.  

Berdasarkan seluruh argumen tersebut diatas maka Pemerintah Daerah 

Kabupaten Purbalingga berupaya akan melakukan penataan sistem 

penyelenggaraan pendidikan keagamaan didaerah, dengan adanya inisiatif 

membentuk rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Keagamaan. 

B. Identifikasi Masalah 

Merujuk dari beberapa pernyataan mengenai sistem penyelenggaraan 

pendidikan diera otonomi daerah saat ini, maka dalam Naskah Akademik ini 

yang menjadi rumusan masalah yang akan adalah: 

1. Bagaimana pengaturan sistem penyelenggaraan pendidikan Agama dan 

pendidikan Keagamaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes? 

2. Bagaimana pertimbangan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis 

dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang sistem 

penyelenggaraan pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan?  

C. Tujuan dan Kegunaan  Penyusunan Naskah Akademik 
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Tujuan 

Pembuatan Naskah Akademik ini bertujuan untuk melakukan 

analisis sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan Peraturan 

Daerah, yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi 

penyusunan Peraturan Daerah Tentang sistem penyelenggaraan 

pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Selain itu, berupa kajian 

terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang sistem penyelenggaraan 

pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Selain itu juga dapat 

merupakan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan 

Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah.  

Tujuan penyusunan  Naskah Akademik dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Merumuskan bagaimana pengaturan sistem penyelenggaraan 

pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan di Pemerintah Daerah 

Kabupaten Purbalingga? 

2. Merumuskan bagaimana pertimbangan landasan filosofis, sosiologis, 

dan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

sistem penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Pendidikan 

Keagamaan?  

Kegunaan 

Sedangkan kegunaan dari naskah akademik ini diharapkan : 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga : 

a. Dapat memberikan pemahaman kepada para pihak pengambil 

kebijakan dalam hal sistem penyelenggaraan pendidikan Agama 

dan Pendidikan Keagamaan. 
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b. Dapat memberikan kerangka hukum (legal Framework) bagi 

perumusan ketentuan dan pasal-pasal dari Peraturan Daerah 

tentang sistem penyelenggaraan pendidikan Agama dan Pendidikan 

Keagamaan 

2. Secara umum : 

a. Merupakan instrumen hukum untuk melaksanakan sistem 

penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Purbalingga. 

b. Menertibkan dan mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan 

di Kabupaten Purbalingga. 

3. Bagi masyarakat : 

a. Diharapkan dapat menjadikan aturan/pedoman bagi sistem 

penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Purbalingga. 

b. Mengatur penataan dan pengelolaan sistem penyelenggaraan 

pendidikan di Kabupaten Purbalingga. 

D. Metode 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut : 

Metode penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah 

tentang, Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Pendidikan 

Keagamaan di Kabupaten Purbalingga dilakukan dengan metode penelitian 

yuridis normatif dengan didukung metode yuridis empiris. 

Sifat penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, 

penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu 

pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan pengadilan. Disebut  juga penelitian hukum 

doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder. 
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1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan 

konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini 

yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah 

lainnya. Data atau bahan penelitian dalam Naskah Akademik ini dihimpun 

dari beberapa sumber, yaitu : 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan 

ilmiah yang baru maupun mengenai studi gagasan dalam bentuk 

Undang-Undang. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai badan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau 

pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari 

kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaahan 

penelitian. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, seperti kamus, majalah maupun dari internet. 

d. Data empiris diperoleh dengan melalui wawancara bebas terpimpin, 

diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. 

 

2. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif 

kualitatif. Normatif adalah karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-

peraturan yang ada sebagai normatif hukum positif, juga didasarkan pada 
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dasar-dasar filsafat hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan 

hukum positif yang berlaku. 

Sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang telah 

dikumpulkan, disusun secara sistematis dan selanjutnya di analisa guna 

mencari kejelasan terhadap masalah yang dibahas berupa uraian mengenai 

persoalan yang terkait dengan sistem penyelenggaraan pendidikan di 

Kabupaten Purbalingga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 
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A. Kajian Teoritis 

Kebijakan otonomi daerah memberi implikasi bagi penyelenggaraan 

pendidikan di daerah. Sebelum reformasi digulirkan, mainstream politik 

pendidikan yang berjalan adalah sentralisasi. Kebijakan sentralisasi pendidikan 

meskipun memiliki banyak keunggulan, tetapi telah terbukti membuat dunia 

pendidikan di Indonesia tidak demokratis dan kurang dapat memberdayakan 

masyarakat secara maksimal. Kebijakan yang top down, berdampak pada tidak 

teraktualisasinya potensi masyarakat di daerah yang hanya  menunggu 

kebijakan dari pemerintah pusat. Akibatnya masyarakat di daerah tidak kreatif, 

inovatif, dan dinamis dalam mengembangkan pendidikan di daerah.  

Adanya kebijakan otonomi daerah, membuka kran demokratisasi 

pendidikan. Kebijakan pendidikan tidak lagi top down yang semuanya 

ditentukan oleh pemerintah pusat. Kebijakan pendidikan telah bergeser menjadi 

button up, dalam artian bahwa meskipun pemerintah pusat memiliki 

kewenangan dalam penanganan penyelenggaraan pendidikan, tetapi 

kewenangannya hanya dalam skala makro. Pemerintah daerah diberikan 

kesempatan yang sebesar-besarnya menentukan dan merumuskan kebijakan 

teknis pendidikan di daerah. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan 

sepenuhnya untuk memberdayakan dan memajukan pendidikan di daerah 

melalui terobosan-terobosan baru. Dengan demikian, kreatifitas dengan 

sendirinya muncul seiring desentralisasi pendidikan yang memberi kewenangan 

sepenuhnya kepada pemerintah daerah.   

Ahmad D. Marimba memaknai pendidikan sebagai bimbingan atau 

pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan 

rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.[1] Marimba 

pun merumuskan lima unsur utama dalam pendidikan, yaitu; 1) Usaha yang 
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bersifat bimbingan, pertolongan, atau pimpinan yang dilakukan secara sadar. 2) 

Ada pendidik, pembimbing atau penolong. 3) Ada yang di didik atau peserta 

didik. 4) Adanya dasar atau tujuan dalam bimbingan tersebut. 5) Adanya alat 

yang digunakan dalam usaha tersebut. 

Soeganda Poerbakawatja lebih umum mengartikan pendidikan sebagai 

upaya dan perbuatan generasi tua untuk mengalihkan pengalamannya, 

pengetahuannya, kecakapannya dan keterampilannya kepada generasi muda 

untuk melakukan fungsi hidupnya dalam pergaulan bersama sebaik-baiknya.[2] 

Sedangkan Abuddin Nata menyimpulkan pendidikan merupakan kegiatan 

yang dilakukan dengan sengaja, seksama, terencana dan bertujuan yang 

dilaksanakan oleh orang dewasa dalam arti memiliki bekal ilmu pengetahuan 

dan keterampilan menyampaikannya kepada secara bertahap.[3] 

Sementara pendidikan agama sebagaimana penjelasan Zakiyah Darajat, 

dalam hal ini agama islam, adalah pembentukan kepribadian muslim atau 

perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran 

Islam.[4]Muhammad Qutb, sebagaimana dikutip Abdullah Idi dan Toto Suharto, 

memaknai pendidikan Islam sebagai usaha melakukan pendekatan yang 

menyeluruh terhadap wujud manusia, baik dari segi jasmani maupun ruhani, 

baik dari kehidupan fisik maupun mentalnya, dalam kegiatan di bumi 

ini.[5] Jadi tujuan akhir pendidikan Islam adalah pembentukkan tingkah laku 

islami (akhlak mulia) dan kepasrahan (keimanan) kepada Allah berdasarkan 

pada petunjuk ajaran Islam (Al-Qur’an dan Hadis). Dengan kata lain tujuan 

akhir pendidikan Muslim terletak pada realitas kepasrahan mutlak kepada Allah 

pada tingkat individual, masyarakat, dan kemanusian pada umumnya 

Berkenaan dengan pendidikan nasional, sepertinya pendapat Ki Hajar 

Dewantoro, yang disunting oleh Abuddin Nata, sudah bisa mewakili. Ia 
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berpendapat bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang beralaskan 

garis hidup dari bangsanya dan ditujukan untuk keperluan prikehidupan yang 

dapat mengangkat derajat Negara dan rakyatnya agar dapat bekerjasama 

dengan bangsa lain untuk kemuliaan segenap manusia di muka bumi.[6]  

Lebih lanjut, Ki Hajar menyoroti pendidikan sebagai upaya memelihara 

hidup tumbuh ke arah kemajuan. Pendidikan menurutnya adalah usaha 

kebudayaan berasaskan peradapan, yakni memajukan hidup agar mempertinggi 

derajat kemanusiaan. 

Sementara dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dijelaskan 

bahwa tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan 

demikian maka tujuan pendidikan yang hendak dicapaipun disesuaikan dengan 

kepentingan bangsa Indonesia, yang sekarang ini tujuan pendidikan tersebut 

dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (UU sisdiknas). Dalam salah satu bab diterangkan 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

 

I. Kewajiban Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan  

Kewenangan pemerintah daerah yang memiliki hak otonom dalam 

penyelenggaraan pendidikan, tersirat dalam undang-undang sistem pendidikan 

nasional. Kewenangan tersebut diantaranya adalah ; (Anwar Arifin, 2003) 

../../../MAKALAH/POSISI%20PENDIDIKAN%20AGAMA%20DALAM%20SISTEM%20PENDIDIKAN%20NASIONAL%20(RENCANA%20MAKALAH).doc#_ftn6


15 

 

1. Mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Kewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin 

terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara 

tanpa diskriminasi. 

3. Menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap 

warganegara 

4. Menfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga 

kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya 

pendidikan yang bermutu 

5. Menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan 

dasar tanpa memungut biaya. 

6. Kewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada 

satuan pendidikan 

7. Kewajiban membantu pembinaan dan pengembangan tenaga 

kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

masyarakat 

8. Mengalokasikan dana minimal 20 % dar APBD  

9. Kewajiban mengelola satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.  

II. Kajian Terhadap Asas-Asas Yang Terkait Dengan penyusunan Norma 

Dalam  ilmu hukum yang dimaksud dengan asas adalah pikiran dasar 

yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang 

terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam 

peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum 

positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum 

dalam peraturan konrit tersebut. 
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Lebih lanjut, beberapa pakar memberikan pengertian asas hukum, seperti 

Paul Scholten, yang memberikan pengertian asas hukum sebagai berikut : 

“Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di 

belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-

aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang 

berkenaan dengannya dimana ketentuan-ketentuan dan keputusan-

keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya”. 

Kemudian Satjipto Rahardjo, mengartikan asas hukum sebagai suatu 

hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai basic 

truth atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah 

pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan 

demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata 

hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral dan sosial masyrakatnya. 

Asas-asas hukum berfungsi untuk menafsirkan aturan-aturan hukum 

dan juga memberikan pedoman bagi suatu perilaku. Asas hukum pun 

menjelaskan dan menjustifikasi norma-norma hukum, dimana di dalamnya 

terkandung nilai-nilai ideologi tertib hukum. 

Smits, memberikan pandanganya bahwa asas hukum memiliki tiga fungsi 

yaitu : pertama, asas-asas hukum memberikan keterjalinan dari aturan-aturan 

hukum yang tersebar, kedua, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk 

mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka 

bidang-bidang liputan masalah baru. Dari kedua fungsi tersebut, diturunkan 

fungsi ketiga, bahwa asas-asas dalam hal-hal demikian dapat dipergunakan 

untuk menulis ulang, bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian rupa, 

sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang 

berkembang. 
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Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum 

bertujuan untuk memberikan arahan yang layak atau pantas menurut hukum 

(rechtmatig) dalam hal menggunakan atau menerapkan atauran-aturan hukum. 

Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan 

mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan 

berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga 

dalam hal menerapkan aturan. 

Beberapa asas-asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang baik adalah sebagaimana tercantum 

dalam ketentuan pasal 5 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni : 

a. kejelasan tujuan; 

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 

d. dapat dilaksanakan; 

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

f. kejelasan rumusan; dan 

g. keterbukaan. 

Penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi 

beberapa kriteria diantaranya perencanaan penyusunan peraturan perundang-

undangan (Legal planing) dan teknik penyusunan (Legal drafting). Dengan 

berlakunya UU N0 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan maka proses pembentukan peraturan perundang-undangan di 

Indonesia, harus berpedoman pada peraturan tersebut agar dapat menghasilkan 

peraturan yang efektif dan efisien. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

adalah landasan yuridis dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan 
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baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara lengkap dan 

terpadu baik mengenai sistem, asas, jenis dan materi muatan Peraturan 

Perundang-undangan, persiapan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan 

dan penyebarluasan, maupun partisipasi masyarakat. 

Materi muatan Peraturan Daerah juga harus mencerminkan asas: 

a. pengayoman; 

b. kemanusiaan; 

c. kebangsaan; 

d. kekeluargaan; 

e. kenusantaraan; 

f. bhinneka tunggal ika; 

g. keadilan; 

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 

Hal tersebut di atas ditujukan untuk menjaga agar peraturan yang 

dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi dan kepentingan dari masyarakat maka penyusun peraturan perundang-

undangan (khususnya Perda) harus mengedepankan prinsip kehati-hatian 

dalam penyusunan produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah untuk 

menghindari Judicial Review (uji materi) dari masyarakat, substansi 

pembentukan aturan yang baik terdapat syarat institusional dan prosedural 

yang didalamnya meliputi persiapan yang seksama, pergantian dan evaluasi. 

Stufenbau Theory dari Hans Kelsen menyatakan bahwa, Hukum (semua 

norma dari yang tertinggi sampai terendah) merupakan suatu kesatuan dalam 

susunan yang teratur dan logis. Tidak ada pertentangan atau kontradiksi 
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sehingga tercipta konsistensi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan 

perundang-undangan. Asas perundang-undangan, terutama asas tingkatan 

hierarki, yang menentukan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi  

Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau 

tumpuan berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan 

pendidikan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah bahwa manusia itu 

dapat dididik dan mendidik diri sendiri. Manusia dilahirkan hampir tanpa daya 

dan sangat tergantung pada orang lain. Namun, ia memiliki potensi yang hampir 

tanpa batas untuk dikembangkan melalui pendidikan. Asas-asas pendidikan di 

Indonesia bersumber baik dari kecenderungan umum pendidikan di dunia 

maupun yang bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah 

upaya pengembangannya selama ini. Tiga asas pendidikan di Indonesia yang 

sangat relevan dengan upaya pendidikan, baik masa kini maupun masa lampau, 

yaitu: asas Tut Wuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas 

kemandirian dalam belajar. 

Asas Tut Wuri Handayani. Asas tut wuri handayani merupakan inti dari 

asas pertama dari tujuh asas (Asas 1922) Perguruan Nasional Taman Siswa 

(lahir pada tanggal 3 Juli 1922 Tirtarahardja & La Sula, 2000). Asas pertama 

tersebut berbunyi: “bahwa setiap orang berhak untuk mengatur dirinya dengan 

mengingat tertibnya persatuan dalam perikehidupan umum”. Dari asas ini 

tampak bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Taman Siswa adalah kehidupan 

yang tertib dan damai. Kehidupan tertib dan damai hendaknya dicapai menurut 

dasar kodrat alam sebagai sifat lahir dan manifestasi kekuasaan Tuhan. Asas ini 

mendorong Taman Siswa mengganti sistem pendidikan cara lama yang 

menggunakan perintah, paksaan, dan hukuman dengan sistem khas Taman 
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Siswa, yang didasarkan pada sistem kodrati. Dari asas itu pula lahir “sistem 

among”, di mana guru memperoleh sebutan “pamong”, yaitu sebagai pemimpin 

yang berdiri di belakang dengan bersemboyan “Tut Wuri Handayani”, yaitu tetap 

mempengaruhi dengan memberi kesempatan kepada anak didik untuk berjalan 

sendiri, dan tidak terus menerus dicampuri, diperintah atau dipaksa. Pamong 

hanya wajib menyingkirkan segala sesuatu yang merintangi jalannya anak serta 

hanya bertindak aktif dan mencampuri tingkah laku atau perbuatan anak 

apabila mereka sendiri tidak dapat menghindarkan diri dari berbagai rintangan 

atau ancaman keselamatan atau gerak majunya. Jadi, sistem “among” adalah 

cara pendidikan yang dipakai dalam sistem Taman Siswa dengan maksud 

mewajibkan pada guru supaya mengingatkan dan mementingkan kodrat-

iradatnya para siswa dengan tidak melupakan segala keadaan yang 

mengelilinginya. 

Dua semboyan lainnya, sebagai bagian tak terpisahkan dari Tut Wuri 

Handayani, pada hakikatnya bertolak dari wawasan tentang anak yang sama, 

yakni tidak ada unsur perintah, paksaan atau hukuman, tidak ada campur 

tangan yang dapat mengurangi kebebasan anak untuk berjalan sendiri dengan 

kekuatan sendiri. Di sisi lain, pendidik setiap saat siap memberi uluran tangan 

apabila diperlukan oleh anak. “Ing ngarsa sung tulada” adalah hal yang baik 

mengingat kebutuhan anak maupun pertimbangan guru. “Ing madya mangun 

karsa” diterapkan dalam situasi kurang bergairah atau ragu-ragu untuk 

mengambil keputusan atau tindakan, sehingga perlu diupayakan untuk 

memperkuat motivasi. Ketiga semboyan tersebut sebagai satu kesatuan asas 

telah menjadi asas penting dalam pendidikan di Indonesia. 

Asas Belajar Sepanjang Hayat. Asas belajar sepanjang hayat (life long 

learning) merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur 
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hidup (life long education). Pendidikan seumur hidup merupakan suatu konsep 

yang memiliki makna baru dari ide lama, tetapi secara universal definisi yang 

dapat diterima adalah sulit. Oleh karena itu, UNESCO Institute for Education 

menetapkan suatu definisi kerja yakni pendidikan seumur hidup adalah 

pendidikan yang (1) meliputi seluruh hidup setiap individu, (2) mengarah kepada 

pembentukan, pembaharuan, peningkatan, dan penyempurnaan secara 

sistematis pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat meningkatkan 

kondisi hidupnya, (3) tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran diri 

(self fulfilment) setiap individu, (4) meningkatkan kemampuan dan motivasi 

untuk belajar mandiri, (5) mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan 

yang mungkin terjadi, termasuk yang formal, non-formal, dan informal. 

Istilah “pendidikan seumur hidup” erat kaitannya dan memiliki makna 

yang sama dengan istilah “belajar sepanjang hayat”. Kedua istilah ini tidak 

dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Penekanan istilah “belajar” adalah 

perubahan pengetahuan (kognitif, afektif, psikomotor) pebelajar, sedangkan 

istilah “pendidikan” menekankan pada usaha sadar dan sitematis untuk 

menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan perubahan pengetahuan 

tersebut secara efisien dan efektif, atau lingkungan yang membelajarkan subjek 

didik. Dalam latar pendidikan seumur hidup, proses belajar mengajar di sekolah 

seyogyanya mengemban sekurang-kurangnya dua misi, yakni membelajarkan 

peserta didik dengan efisien dan efektif; dan meningkatkan kemauan dan 

kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. 

Kurikulum yang dapat mendukung terwujudnya belajar sepanjang hayat 

harus dirancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi, 

yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal kurikulum sekolah 

meliputi tidak saja keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan 
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persekolahan, tetapi juga terkait dengan kehidupan peserta didik di masa depan. 

Berkaitan dengan dimensi kurikulum vertikal ini, dan dalam upaya 

mengantisipasi peserta didik untuk dapat bersaing di era global, maka dimensi 

tersebut hendaknya bermuatan kecakapan-kecakapan hidup (life skills). 

Indikator-indikator life skills adalah integrity, initiative, flexibility, perseverance, 

organization, sense of humor, effort, common sense, problem-solving, 

responsibility, patience, friendship, curiosity, cooperatif, caring, courage, pride 

(Reigeluth ed., 1999).  Dimensi horizontal mengaitkan pengalaman belajar di 

sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Rancangan dan implementasi 

kurikulum yang memperhatikan kedua dimensi itu akan mengakrabkan peserta 

didik dengan berbagai sumber belajar yang ada di sekitarnya. Kemampuan dan 

kemauan menggunakan sumber-sumber belajar yang tersedia itu akan memberi 

peluang terwujudnya belajar sepanjang hayat. Masyarakat yang mempunyai 

warga yang belajar sepanjang hayat akan menjadi suatu masyarakat yang gemar 

belajar (learning society), yang akan bermuara pada terwujudnya pendidikan 

seumur hidup seperti yang tercermin dalam sistem pendidikan nasional. 

Asas Kemandirian dalam Belajar. Asas kemandirian dalam belajar 

memiliki kaitan yang sangat erat dengan asas Tut Wuri Handayani maupun asas 

belajar sepanjang hayat. Konsep “kemandirian” mengandung makna bahwa 

belajar merupakan kebutuhan yang mucul dari dalam diri sendiri sehingga 

cenderung bertahan sepanjang hayat tanpa campur tangan orang lain. 

Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam 

peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Sebagai fasilitator, guru 

diharapkan menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian 

rupa sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber-sumber 

tersebut. Sebagai motivator, guru mengupayakan timbulnya prakarsa peserta 
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didik untuk memanfaatkan sumber belajar tersebut. Beberapa strategi belajar 

mengajar yang dapat menyediakan peluang pengembangan kemandirian peserta 

didik, antara lain cara belajar siswa aktif, belajar melalui modul, paket belajar, 

pengajaran berprogram. Strategi-strategi  belajar tersebut dapat terlaksana 

apabila lembaga pendidikan, utamanya sekolah, didukung oleh  bahan pustaka 

yang memadai dan pusat sumber belajar (PSB).  

B. Kajian Terhadap Implikasi Perda Terhadap Kehidupan Masyarakat 

Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan 

Abad ke-21 adalah era globalisasi dengan ciri-ciri adanya saling 

keterbukaan dan ketergantungan antarnegara. Akibat saling keterbukaan dan 

ketergantungan ditambah dengan arus informasi yang sangat cepat maka 

kompetisi antarnegara pun akan semakin ketat terutama pada bidang ekonomi. 

Bagi Indonesia globalisasi ini tidak hanya memiliki dimensi domestik akan tetapi 

juga dimensi global. Dari segi dimensi domestik globalisasi ini memberi peluang 

positip terutama untuk mengadopsi dan menerapkan inovasi yang datang dari 

luar untuk meningkatkan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat. Di 

samping itu dari segi keuntungan domestik, pengaruh globalisasi ini dapat 

mendidik masyarakat untuk memiliki pola pikir kosmopolitan dan pola tindak 

kompetitif, suka bekerja keras, mau belajar untuk meningkatkan keterampilan 

dan prestasi kerja. Dari segi global, hidup di dalam dunia lebih yang terbuka, 

dunia yang tanpa batas. Perdagangan bebas serta makin meningkatnya 

kerjasama regional memerlukan manusia-manusia yang berkualitas tinggi. 

Kehidupan global merupakan tantangan sekaligus membuka peluang-peluang 

baru bagi pembangunan ekonomi dan bagi SDM Indonesia yang berkualitas 

tinggi untuk memperoleh kesempatan kerja di luar negeri. Di sinilah tantangan 

sekaligus peluang bagi peningkatan mutu pendidikan Indonesia baik untuk 

memenuhi SDM yang berkualitas bagi kebutuhan domestik maupun global.  



24 

 

Tampubolon, (2001:7-11) mengemukakan bahwa dengan perkembangan 

masyarakat industri dan pancaindustri, Indonesia berada di bawah pengaruh 

empat proses perkembangan sosial yang mendasar dalam abad ke-21, bahkan 

sesungguhnya sudah mulai dalam tiga dekade terakhir abad ke-20. Globalisasi 

diartikan sebagai proses saling berhubungan yang mendunia antarindividu, 

bangsa dan negara, serta berbagai organisasi kemasyarakatan, terutama 

perusahaan. Proses ini dibantu berbagai alat komunikasi dan transportasi yang 

berteknologi canggih, dibarengi kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi serta 

nilai-nilai sosial-budaya yang saling mempengaruhi.  

Perubahan mendasar akibat globalisasi ialah keterbukaan yang 

mengimplikasikan demokrasi dan kebebasan. Persaingan dalam bidang ekonomi 

akan semakin keras. Demikian juga, industrialisasi yang menuntut rasionalitas, 

efektivitas dan efisiensi dalam semua segi kehidupan, termasuk penggunaan 

waktu. Semuanya harus diperhitungkan secara rasional, walaupun diakui 

bahwa rasionalitas dapat berbenturan dengan nilai-nilai tradisi yang emosional, 

termasuk nilai-nilai keagamaan. Dominasi rasio berkembang pesat melalui 

pendidikan. Dominasi rasio ini menyebabkan melemahnya kehidupan beragama, 

sebagaimana dapat dilihat dari berkembangnya sekularisme di dunia Barat yang 

memisahkan agama dari kehidupan bernegara.  

J. Soedjati Djiwandono dalam makalahnya mengenai "Globalisasi dan 

Pendidikan Nilai" ( dalam Sindhunata, 2001:105) mengemukakan bahwa Negara-

negara dan bangsa-bangsa di dunia kini bukan saja saling terbuka satu sama 

lain, tapi juga saling tergantung satu sama lain, kalaupun ketergantungan itu 

akan senantiasa bersifat asimetris, artinya satu negara lebih tergantung pada 

negara lain daripada sebaliknya. Karena saling ketergantungan dan keterbukaan 

ini tidak simetris, pengaruh globalisasi atas berbagai negara  juga berbeda 
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kadarnya. Negara-negara berkembang akan cenderung lebih terbuka pada 

pengaruh globalisasi dari pada negara-negara industri maju, karena 

ketergantungan kelompok negara-negara pertama pada kelompok negara kedua 

yang memiliki kemampuan ekonomi, sumber daya manusia, dan teknologi. 

Demikian juga negara-negara maju akan bertindak sebagai pelaku atau subjek, 

sedangkan kelompok negara berkembang lebih sebagai sasaran atau objek 

globalisasi.  

Dalam konteks pengertian globalisasi di atas, dapat diprediksi dampaknya 

terhadap kelompok negara-negara berkembang sebagai berikut: (1) kelompok 

negara-negara maju akan lebih dominan pengaruhnya terhadap kelompok 

negara-negara berkembang terutama pada bidang politik dan ekonomi; (2) 

kelompok negara-negara berkembang tetap pada posisi yang lemah dalam 

berkompetisi, walaupun secara teori kompetisi itu dilakukan dalam konteks 

kerjasama; (3) terjadi perubahan dalam cara kehidupan masyarakat terutama 

generasi muda yang tinggal di kota-kota; (4) semakin mudahnya komunikasi 

internasional, masyarakat dapat mengetahui inovasi global tentang 

perkembangan ilmu dan teknologi, sebaliknya dapat membawa pengaruh negatif 

pada kehidupan generasi muda. Contohnya adalah masalah Narkoba yang 

sudah melanda generasi muda Indonesia termasuk siswa SLTP/SLTA dan 

mahasiswa perguruan tinggi.  

Untuk menjawab tantangan sekaligus peluang kehidupan global di atas, 

diperlukan paradigma baru pendidikan. H.A.R. Tilar (2000:19-23) 

mengemukakan pokok-pokok paradigma baru pendidikan sebagai berikut: (1) 

pendidikan ditujukan untuk membentuk masyarakat Indonesia baru yang 

demokratis; (2) masyarakat demokratis memerlukan pendidikan yang dapat 

menumbuhkan individu dan masyarakat yang demokratis; (3) pendidikan 
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diarahkan untuk mengembangkan tingkah laku yang menjawab tantangan 

internal dan global; (4) pendidikan harus mampu mengarahkan lahirnya suatu 

bangsa Indonesia yang bersatu serta demokratis; (5) di dalam menghadapi 

kehidupan global yang kompetitif dan inovatif, pendidikan harus mampu 

mengembangkan kemampuan berkompetisi di dalam rangka kerjasama; (6) 

pendidikan harus mampu mengembangkan kebhinekaan menuju kepada 

terciptanya suatu masyarakat Indonesia yang bersatu di atas kekayaan 

kebhinekaan masyarakat, dan (7) yang paling penting, pendidikan harus mampu 

meng-Indonesiakan masyarakat Indonesia sehingga setiap insan Indonesia 

merasa bangga menjadi warga negara Indonesia. 

Globalisasi yang membawa gaya hidup modern cendrung memudarkan 

nilai-nilai lokal. Hal ini tentunya bertentangan dengan kenyataan hidup bahwa 

manusia itu pertama dibesarkan di dalam lingkungan masyarakat dan 

kebudayaannya sendiri. Globalisasi haruslah bertumpu dari lokalisme yaitu 

bertumpu kepada nilai-nilai lokal yang relevan dengan perubahan zaman. Nilai-

nilai lokal sebagai modal pertama dari hal baru yang disodorkan oleh budaya 

global. Tanpa kuatnya nilai-nilai lokal yang hidup dalam seorang individu, tidak 

mungkin ia memasuki dunia global dengan kekuatan-kekuatannya yang sangat 

hebat, sehingga dengan demikian pribadi itu akan hanyut dibawa arus 

globalisasi tanpa tepi. Globalisasi tidak dengan sendirinya membawa nilai-nilai 

kemanusiaan. Oleh sebab itu hanya nilai-nilai global yang ikut memelihara dan 

mengembangkan nilai-nilai lokal yang perlu disimak untuk diserap didalam 

proses pendidikan suatu masyarakat atau bangsa (Tilaar, 2005;28). 

Konflik-konflik sosial, tindakan-tindakan diskriminasi, perilaku yang 

exklusif dan primordial muncul karena belum semua masyarakat merasa, 

menghayati dan bangga sebagai insan Indonesia. Dan di sinilah para pemimpin 
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formal dan informal pada semua aspek kehidupan harus menjadi teladan. Untuk 

mencapai tujuan ini diperlukan aktualisasi pendidikan nasional yang baru 

dengan prinsip-prinsip : (1) partisipasi masyarakat di dalam mengelola 

pendidikan (community based education); (2) demokratisasi proses pendidikan; 

(3) sumber daya pendidikan yang profesional; dan (4) sumber daya penunjang 

yang memadai. 

Paradigma baru pendidikan di atas mengisyaratkan bahwa tanggung jawab 

pendidikan tidak lagi dipikulkan kepada sekolah, akan tetapi dikembalikan 

kepada masyarakat dalam arti sekolah dan masyarakat sama-sama memikul 

tanggung jawab. Dalam paradigma baru ini, masyarakat yang selama ini pasif 

terhadap pendidikan, tiba-tiba ditantang menjadi penanggung jawab pendidikan. 

Tanggung jawab ini tidak hanya sekedar memberikan sumbangan untuk 

pembangunan gedung sekolah dan membayar uang sekolah, akan tetapi yang 

lebih penting masyarakat ditantang untuk turut serta menentukan jenis 

pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, termasuk meningkatkan mutu 

pendidikan dan memikirkan kesejahteraan tenaga pendidik agar dapat 

memberikan pendidikan yang bermutu kepada peserta didik. Hal ini bukanlah 

sesuatu yang mudah karena banyak kendala yang mempengaruhi, antara lain: 

(1) bagi masyarakat hal ini merupakan masalah baru sehingga perlu proses 

sosialisasi; (2) bagi masyarakat yang tinggal di ibukota propinsi, kotamadya dan 

kabupaten, masalahnya lebih sederhana karena tingkat pendidikan dan 

ekonomi relatif baik, sehingga tidak sulit menyeleksi orang-orang yang akan 

duduk pada posisi tanggung jawab ini; (3) bagi masyarakat yang tinggal di 

ibukota kecamatan dan desa masalahnya menjadi rumit karena tingkat 

pendidikan masyarakatnya rendah dengan kondisi kehidupan miskin.  

Paradigma Pendidikan Agama di Sekolah 
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Pendidikan agama di sekolah masih diandaikan hanya sebatas teologi dan 

doktrin agama. Padahal ilmu-ilmu agama telah berkembang luas melampaui 

batas-batas teologi dan doktrin. Kajian sosial mengenai perilaku umat beragama 

juga adalah kajian agama. Dengan demikian, pengajaran agama di lembaga-

lembaga pendidikan haruslah memenuhi standar-standar ilmiah. Dengan begitu, 

para siswa akan memiliki pengetahuan agama secara objektif dan tidak berdasar 

kepada pengetahuan dan iman subjektif belaka.  

Salah satu isu utama yang mencuat di seputar kontroversi Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional baru-baru ini adalah masalah pendidikan agama di 

sekolah. Ada sejumlah tokoh yang berpendapat bahwa keberagamaan, sebagai 

urusan privat, sebaiknya menjadi wilayah keluarga dan masyarakat. Undang-

undang tidak perlu mengaturnya agar  negara tidak mengintervensi wilayah 

privat. Bahkan ada yang berpendapat bahwa sekolah umum tidak perlu 

melakukan pengajaran agama karena masalah keimanan dan ketakwaaan 

merupakan wilayah pengajaran keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini Tilaar 

(2005;14) berpandangan bahwa semakin banyak pihak yang peduli dan 

mengupayakan pembentukan manusia Indonesia menjadi religius, beriman, 

bertakwa, dan berbudi pekerti luhur semakin baiklah adanya. Negara, dalam 

kasus ini tidaklah masuk ke urusan privat melainkan ke urusan sosial, yakni 

sebatas menjagai tegaknya social fairness dalam pelaksanaan pengajaran agama 

di sekolah, demi keharmonisan kehidupan bersama antar umat beragama. 

Kalau siswa diajar agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajar oleh 

guru yang seagama (inilah yang diatur oleh negara melalui Undang-Undang 

tersebut), kiranya rasa keadilan masyarakat tidak perlu terusik. Lagi pula, 

dengan cara demikian sekolah-sekolah swasta bermisi keagamaan akan lebih 

terdorong untuk  melakukan "promosi" agama tidak secara vulgar di kelas 
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dengan mengajarkan suatu agama pada siswa beragama lain, melainkan melalui 

cara-cara yang cantik dan elegan yakni melalui kecemerlangan budi-pekerti 

agamis yang ditampilkan oleh penganutnya atau oleh budaya sekolahnya. 

Mengingat pentingnya pembangunan karakter siswa, meskipun pendidikan 

agama sudah dilakukan oleh keluarga dan  masyarakat, akan lebih baik kalau 

juga dilakukan sekolah. Yang menjadi masalah adalah paradigma pendidikan 

agama seperti apakah yang dikembangkan sekolah-sekolah selama ini. Masih 

sangat mengecewakannya perilaku moral siswa, juga masih sering terjadinya 

ketegangan dan  keretakan sosial bernuansa agama  (seperti yang berlangsung 

di seputar masalah UU Sisdiknas) serta maraknya fenomena kemerosotan moral 

masyarakat, menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam pembelajaran 

pendidikan agama di sekolah. Pendidikan agama di sekolah masih jauh dari 

signifikansi peranannya dalam membangun moral bangsa. Salah kaprah 

mengenai pendidikan agama juga menyebabkan menyempitnya ruang lingkup 

pendidikan agama di sekolah-sekolah. 

Pendidikan agama yang menekankan kebenaran mutlak agama sendiri 

sembari memandang agama lain sebagai salah dan sesat, pastilah membawa 

siswa  pada sikap dan perilaku melecehkan agama lain, intoleran, bahkan 

potensial memusuhi penganut agama lain.  Konflik dan perang atas nama 

agama, dasar religiusnya adalah sikap ini. Demikian pula pengajaran agama 

yang terlampau sibuk menekankan  ritualisme dan orientasi serba keakhiratan 

kurang mengaitkan keberagamaan dengan perilaku kongkrit duniawi  potensial 

membawa siswa pada sikap dan perilaku hidup terbelah. Orang dengan sikap  

ini akan sangat  mementingkan kesalehan pribadi (dan biasanya sinis terhadap 

orang lain yang kurang ritualis), sementara kehidupan sosialnya dalam bekerja, 

berbisnis, berpolitik, berkuasa, dan lain-lain berlepotan dengan tindak 
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keculasan, kedengkian, kepalsuan, penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan 

sebagainya. Dan akhirnya, pendidikan agama yang terlampau menekankan  

aspek kognitif atau intelektual (terutama hafalan) dan tidak menekankan 

pembentukan jiwa religius pada siswa, akan mendorong siswa memperlakukan 

pelajaran agama sebatas untuk keperluan menghadapi ulangan atau ujian, 

bukan untuk membangun kepribadian.   

Mengacu pada Charles Y Glock & Rodney Stark (Religion & Society, 1966), 

keberagamaan (religious commitment) memiliki lima dimensi. Kesatu, dimensi 

intelektual (religious knowledge), menyangkut tingkat pengetahuan dan 

pemahaman seseorang mengenai ajaran-ajaran agamanya. Kedua, dimensi 

ritualistik (religious practice), menyangkut tingkat kepatuhan seseorang dalam 

menjalankan ritus-ritus agamanya. Ketiga, dimensi ideologis (religious belief) 

menyangkut tingkat keyakinan seseorang  mengenai kebenaran agamanya, 

terutama  terhadap ajaran-ajaran yang  fundamental atau dogmatik. Keempat, 

dimensi eksperiensial (religious feeling), menyangkut tingkat intensitas perasaan-

perasaan dan pengalaman-pengalaman religius seseorang. Kelima, dimensi 

konsekuensial (religious effect), menyangkut seberapa kuat ajaran-ajaran dan 

nilai-nilai agama seseorang memotivasi dan menjadi sumber inspirasi atas 

perilaku-perilaku duniawinya.   

Berdasarkan lima dimensi diatas, maka aspek-aspek pendidikan agama di 

sekolah haruslah dengan urutan skala prioritas dan garapan materi pendidikan 

seperti berikut ini ; Pertama, pendidikan agama sebaiknya mengutamakan 

dimensi konsekuensial keberagamaan. Ajak dan latih siswa untuk 

mempraktikkan suruhan-suruhan atau nilai-nilai agama dalam kehidupan 

nyata duniawi, seperti menjaga kebersihan, bertindak jujur dalam ujian, tolong-

menolong untuk kebaikan, menghargai orang lain (termasuk yang lain agama), 
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dan lain-lain sebagai bagian dari ekspresi iman mereka. Latih siswa 

menyisihkan uang jajan untuk disumbangkan kepada fakir miskin. Ajak siswa 

mengunjungi  penganut agama lain dan buatlah kegiatan bersama untuk 

membangun sikap penghargaan, toleransi, dan kerjasama antar umat beragama. 

Ajarkan bahwa agama adalah rahmat bagi kehidupan bersama. Agama harus 

menjadi faktor perekat, bukan faktor disintegratif; faktor solusi, bukan faktor 

masalah.  Sebab,  semua agama mendambakan kehidupan umat manusia yang 

damai, sejahtera, dan berkualitas. Siswa penting disadarkan bahwa 

keberagamaan haruslah membuahkan perilaku hidup baik. Tanpa itu, 

betapapun "rimbunnya" tampilan keberagamaan seseorang, itu bagaikan 

kerimbunan ilalang belaka. 

Kedua, dimensi eksperiensial digarap dengan upaya-upaya menghadirkan 

Tuhan dalam kesadaran siswa di setiap saat dalam ketakjuban pada keindahan, 

kedahsyatan, dan kecanggihan alam semesta ciptaan Tuhan, serta dalam 

aktivitas keseharian siswa. Dengan begitu, Tuhan tidak hanya dihadirkan pada 

momen-momen eksklusif ritual saja, melainkan terus menerus dalam setiap 

langkah kehidupan.  

Ketiga, pengolahan dimensi ideologis dilakukan dengan tetap 

mengedepankan perlunya sikap kerendahan hati dan kelapangan jiwa. 

Keyakinan pada kebenaran agama yang dianut siswa tidak boleh menghasilkan 

fanatisme sempit, arogansi religius, kelumpuhan akal, dan sikap anti-dialog. 

Perlu disadarkan pada siswa bahwa Tuhan adalah Tuhan alam semesta. Tuhan 

"berbicara" tidak melulu pada kelompok agama tertentu saja, namun pada 

semua umat manusia. Kebenaran Ilahi terserak di mana-mana. Tanpa 

kesadaran ini orang mudah tergoda untuk melakukan rekruitmen penganut 

agama lain dengan dalih penyelamatan yang berakibat keretakan sosial.  
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Keempat, pengajaran dan pelatihan tata cara ritus-ritus agama haruslah 

dilakukan sambil menekankan penyadaran siswa bahwa ritualitas lebih 

merupakan upaya peneguhan komitmen keber-Tuhanan seseorang, penjernihan 

rohani, dan penghadiran Tuhan dalam jiwa, sehingga efektivitasnya haruslah 

berupa perilaku hidup baik. Ritualisme tanpa perilaku hidup baik adalah 

kebohongan dalam beragama. 

Kelima,  pengajaran dimensi intelektual di samping menyangkut hal-hal 

seputar sejarah keagamaan, isi Kitab Suci, dan semacamnya,  penting pula 

mengetengahkan diskursus tentang bagaimana nilai-nilai luhur agamawi dapat 

diejawantahkan dalam praksis kehidupan nyata di alam sosial Indonesia masa 

kini dan juga antisipatif terhadap masa depan.  Dengan demikian, 

intelektualisme keagamaan menjadi kontekstual dengan situasi zaman.  

Pentingnya Pendidikan Agama di Sekolah 

Agama bagaikan rel yang menuntun manusia dalam menuju ke-EsaanNya, 

yang tentu saja tidak dapat dilepaskan dari dimensi manusia sebagai mahluk 

sosial. Dalam berbagai realitas sosial agama kerap menjadi kambing hitam dari 

sebuah konflik yang umumnya bukan semata-mata berasal dari perbedaan 

keyakinan tersebut. Sebut saja konflik yang terjadi dinegeri sendiri seperti 

Ambon dan Poso atau bahkan yang terjadi di Somalia ataupun Isarel-Palestina. 

Dan, maraknya kembali aksi-aksi terorisme yang berjubahkan agama membuat 

kita semakin bertanya tentang peran pendidikan agama di dunia sekolah 

khususnya sekolah umum. Seakan pendidikan agama tidak mampu menjawab 

perkembangan dan perubahan-perubahan sosial yang terjadi secara cepat. 

Pendidikan agama disekolah-sekolah umum (non-agama) selama ini hanya 

dilihat dalam tataran tekstual dan kalau pun secara praktis tidak lebih dari 

pesraman kilat yang sebenarnya hanya mengisi waktu kosong sekolah dibulan 
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libur dan sebagai ajang bisnis para guru-guru agama. Maka, tidaklah 

mengherankan agama justru sering kali dijadikan landasan untuk menciptakan 

konflik.  

Pada konteks saat ini, dimana kesetaraan, penghargaan terhadap HAM, 

dan kesadaran terhadap pluralitas masyarakat menjadi tuntutan, maka 

pertanyaan yang timbul adalah masih relevankah pengajaran agama pada 

lembaga pendidikan? Padahal kita tidak bisa menutup mata dari kenyataan 

bahwa pembelajaran agama di sekolah justru melahirkan individu-individu yang 

sempit, yang hanya mau menerima kebenaran moral dari agamanya, yang 

menjadikan agamanya sebagai patokan tertinggi kebenaran dan pada gilirannya 

tidak mau menerima dimensi-dimensi kebenaran dari agama lain. Kita juga sulit 

mengelak ketika agama dinyatakan sebagai determinan pemecah-belah 

masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Penulis 

melihat bahwa pendidikan agama hanyalah sebuah indoktrinasi yang tidak 

mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis.  

Para pemuka agama dan guru-guru agama seharusnya malu ketika melihat 

begitu mudahnya kerusuhan massa terjadi begitu isu agama dihembuskan. 

Masyarakat kita menerima nilai-nilai agama melalui sosialisasi yang dilakukan 

para pemimpin dan guru-guru agama tanpa melihat konteks yang plural, 

akibatnya begitu satu agama bersinggungan dengan agama lain gejolak mudah 

sekali terjadi, bagaimana pemahaman agama hanya menumbuhkan balas 

dendam bukannya mencintai sesama manusia. 

Pembelajaran agama kerap kali mencerabut individu dari lingkungannya, 

peserta didik diajarkan bahwa orang seagama adalah saudara, padahal dalam 

kehidupan sehari-hari peserta didik bukan hanya bergaul dengan orang 

seagama, bagaimana posisi orang yang tidak seagama? Tentu saja ini hanyalah 
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sebuah contoh kecil dan masih banyak contoh lain yang tidak menunjukkan 

relevansi pendidikan agama. Membebankan pembelajaran agama pada lembaga 

pendidikan juga rawan terhadap politisasi agama dimana agama hanya sebagai 

alat mempertahankan kekuasaan dengan melegitimasi kekuasaan melalui nilai-

nilai keagamaan. Saat ini bukan pembenahan pembelajaran agama yang perlu 

diperhatikan tetapi merekonstruksi tujuan pendidikan secara menyeluruh. 

Memang, etika dan moral adalah hal penting yang harus menjadi perhatian 

dalam muatan pendidikan, tentu saja etika yang menghargai pluralitas 

masyarakat, penghargaan terhadap hak asasi manusia, membentuk berpikir 

kritis terhadap sistem yang menindas, serta kontekstual dengan kehidupan 

sehari-hari masyarakat kita. Kalau mau konsisten dengan tujuan pendidikan 

untuk mencerdaskan bangsa maka pendidikan juga harus dibebaskan dari 

indoktrinasi yang pada akhirnya hanya menghasilkan truth claim serta 

membunuh pikiran-pikiran cerdas dan kritis. 

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi secara cepat dan meluas 

menghadapkan manusia kembali dengan dirinya sebagai mahluk susila dan 

mempertanyakan kembali makna dan arti hidupnya. Penghadapan ini berkisar 

disekitar nilai-nilai konfigurasi nilai-nilai yang dipegangnya, haikatnya 

bersumber pada agama. Maka, mau tak mau seseorang yang beragama terpaksa 

merenungkan arti pembangunan dan perubahan-perubahan sosial yang 

dialaminya serta kelakukan sendiri dalam keadaan baru dari perspektif 

imannya. Karena iman, manusia mampu untuk membangun dan menjaga 

hukum keseimbangan antara kehidupan duniawi dan akhirat, sehingga tidak 

terhanyut dalam pengejaran dunia materialisme yang berlebihan. Iman 

membuahkan amal menurut kaidah-kaidah syariat agama dan usaha 

pembangunan sosial pada hakikatnya merupakan perluasan amal untuk 
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menghadapai kemiskinan dan keterbelakangan, bukan hanya pada tingkat 

individual, melainkan sebagai masalah struktural masyarakat. 

Dan, pendidikan agama yang semata-mata hanya menekankan hafalan 

kaidah-kaidah keagamaan dalam bentuk abstrak steril selain menjadi pelajaran 

yang sangat menjenuhkan juga akan kurang mempunyai relevansi terhadap 

usaha pembangunan dan untuk membina anak didik menghadapi masa 

peralihan secara positif, sebagai manusia susila. Pendidikan agama pada 

dasarnya berusaha membekali anak didiknya dengan seperangkat nilai, norma, 

yang diharapkan merupakan pegangan hidup di kemudian hari. Pendidikan 

agama tidak hanya cukup mengenali akhlak tapi mencoba menghslokai akhlak 

dalam menghadapi keadaan yang nyata. Dalam menghadapi keadaan yang 

nyata, tentunya diperlukan juga akal dan ilmu, pengertian rasional tentang 

proses-proses perubahan sosial, serta impilkasi-impilikasi sosial oleh ilmu 

pengertahuan modern. Sayangnya, pendidikan agama yang terjadi di negeri ini 

masih terus berkutat dalam lingkaran pemahaman agama secara tekstual. Dan, 

bahaya dari pemahaman agama secara tekstual sangatlah nyata. Hal ini terus 

terjadi dan menjadi bagian dari sejarah serta masa depan manusia. Berbagai 

kasus kekerasan dengan dalih agama terus ada sepanjang zaman. 

Pemahaman agama secara tekstual dan kontekstual merupakan dua cara 

memahami perintah Tuhan yang mempunyai efek yang luar biasa berbeda. 

Mengajarkan umat untuk bisa memahami sebuah sloka secara kontekstual 

dengan tanpa keluar dari koridor-koridor nilai yang terkandung didalamnya 

memang tidak mudah dan memakan waktu yang lama. Memang sangat lebih 

mudah untuk mengajarkan umat supaya hafal teksnya saja. Pemahaman hakiki 

dari sebuah sloka adalah hasil dari perenungan pribadi dengan bantuan 

penerangan batin dari sumberNya. Peran pemuka agama hanya sebatas 



36 

 

mengarahkan dan memberikan panduan supaya pemahaman tersebut tidak 

lepas dari hakikatnya. Tetapi banyak dari pemuka agama yang mengambil peran 

sebaliknya. Mereka mendominasi dan memaksakan arti dari sebuah sloka 

kepada umatnya. Umat hanya boleh patuh secara total, tanpa boleh berpikir 

secara kritis sedikitpun. 

Tugas pendidikan agama tidak terbatas pada individu manusia tetapi juga 

pada usaha pembangunan sebuah bangsa dan keseluruhannya. Dan, tugas 

semua pendidikan adalah membina manusia susila, manusia yang berahlak 

atau dengan kata lain memanusiakan manusia. Pendidikan agama di dalam 

suatu masa perubahan sosial mempunyai tugas khusus, dalam arti membina 

anak didik untuk berkelakuan benar dalam situasi yang tidak menentu 

patokan-patokan moralnya. Karena perubahan atau kehancuran struktur-

struktur sosial lama dan tumbuhnya keadaan – keadaan baru, maka lebih dulu 

diperlukan manusia-manusia yang mempunyai keberanian hidup yang bersedia 

mampu hidup diatas kaki sendiri dan mencari nafkah sendiri tidak 

menggantungkan nasibnya pada pemerintah atau birokrasi-birokrasi besar. 

Pembanguan suatu bangsa membutuh pengetahuan tentang kenyataan – 

kenyataan sosial yang ada dan kemampuan untuk menilai kenyatan-kenyataan 

sosial berdasarkan kriteria yang ditarik dari suatu sistem nilai. Pendidikan 

agama dalam membentuk manusia susila tidak dapat dan tidak boleh berjalan 

sendiri, kalau pendidikan agama ingin mempunyai relevansi terhadap 

perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, ia harus berjalan 

dan bekerja sama dengan berbagai program mata pelajaran pendidikan non 

agama. Karena apabila tidak ada sinkronisasi antara mata pelajaran pendidikan 

agama dan pendidikan non agama, maka pendidikan agama hanya akan 

menjadi “hiasan kurikulum” belaka, yang berarti pendidikan agama yang hadir 
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di dalam dunia sekolah selama ini tidak untuk membantu terciptanya suatu 

generasi baru yang lebih mampu dalam mengelola perubahan-perubahan sosial 

di masyarakat dan pembanguan bangsa pun tidak akan pernah berubah, 

bangsa ini hanya tinggal menunggu detik-detik kehancurannya. 

Seperti yang diutarakan oleh Luthfi Assyaukanie (Kompas 15 Maret 2003) 

bahwa apa yang menjadi persoalan sebenarnya adalah kita terlalu membesar-

besarkan peran pendidikan agama dalam membentuk moral bangsa. Padahal 

bagaimana korelasi kedua hal tersebut masih belum dapat dibuktikan, bahkan 

saat ini menunjukkan kenyataan yang berkebalikan. Adalah ironis bahwa 

Indonesia adalah negara beragama yang menekankan pendidikan agama dalam 

sistem pendidikannya tetapi masuk dalam kategori negara terkorup. Para 

pemimpin tak diragukan lagi pehamannya terhadap nilai-nilai agama, tetapi 

perilaku yang ditunjukkan sangat jauh menyimpang dari nilai-nilai yang dicita-

citakan tersebut.  

Kelompok fundamentalis agama menyatakan bahwa kegagalan pengajaran 

agama membentuk moral di Indonesia adalah karena agama yang disampaikan 

dalam pendidikan saat ini telah jauh melenceng dari jalan yang benar seperti 

yang disampaikan oleh Tuhan, karena itu meskipun Indonesia mengklaim diri 

sebagai bangsa yang agamais tetapi memiliki moral terburuk. Anggapan ini 

sebenarnya tak lebih dari ungkapan frustasi melihat gagalnya pengajaran agama 

di lembaga pendidikan. Betapa tidak, berkaca pada negara lain yang lebih 

sekular, ternyata tata kehidupan mereka lebih tidak korup, lebih bersih dan ber-

etika. 

Tidaklah berlebihan apa yang diungkapkan oleh Luthfi Assyaukanie bahwa 

kita tidak bisa membesar-besarkan peran pendidikan agama dalam masalah 

moralitas dan etika. Masalah moralitas dan etika seharusnya bukan hanya 
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termuat pada pelajaran agama saja tetapi pada semua mata pelajaran, mata 

pelajaran agama seharusnya menjadi mata pelajaran pilihan yang boleh diambil 

atau tidak oleh peserta didik. Agama adalah wilayah privat, karena itu 

pembelajaran agama seharusnya menjadi tanggung jawab keluarga dan 

masyarakat. Kalau kita benar-benar ingin mewujudkan tata kehidupan yang 

demokratis maka mestinya kebebasan yang dimiliki masyarakat bukan hanya 

kebabasan untuk memilih agama tetapi juga kebebasan untuk tidak memilih 

agama. 

UU sisdiknas yang disahkan oleh DPR bersama pemerintah dalam salah 

satu pasalnya menyebutkan "setiap peserta didik berhak mendapatkan 

pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya...." Seharusnya diubah 

diperluas dengan menyebutkan bahwa peserta didik berhak untuk memilih 

mangambil atau tidak palajaran agama di suatu lembaga pendidikan, begitu 

juga lembaga pendidikan tidak harus menawarkan pelajaran agama. Sudah 

saatnya lembaga pendidikan mejadi sebuah lembaga yang membebaskan. 

Membebaskan masyarakat dari sistem yang menindas, membebaskan manusia 

dari doktrin yang justru mencabut dirinya dari realitas.  

Pendidikan mempunyai peran besar sekali untuk menimbulkan perubahan 

pada diri umat beragama. Melalui pendidikan dapat dibentuk kondisi mental 

yang lebih kondusif untuk mengembangkan kebangkitan moral-spiritual yang 

dikehendaki. Demikian pula penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat 

diusahakan melalui pelaksanaan pendidikan yang tepat. Namun harus pula 

disadari bahwa hasil dari proses pendidikan baru terasa secara sungguh-

sungguh setelah berlalunya satu generasi. Pendidikan harus dibarengi dengan 

terbentuknya Kepemimpinan yang dapat menjalankan proses perubahan 
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tersebut sejak sekarang. Bahkan Kepemimpinan itu sangat penting untuk 

menimbulkan proses pendidikan yang diperlukan. 

Proses pendidikan meliputi banyak segi, dan setiap kegiatan manusia 

mengandung unsur pendidikan. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa 

pendidikan meliputi sistem sekolah dan pendidikan luar sekolah. Dua hal itu 

harus saling mendukung untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam pendidikan 

luar sekolah yang amat besar perannya adalah pendidikan di lingkungan 

keluarga. Sebab di lingkungan keluarga manusia lahir dan tumbuh di masa 

yang paling menentukan bagi pembentukan kepribadiannya. Hal ini terutama 

terasa dalam globalisasi yang membuat setiap unsur masyarakat makin intensif 

hubungannya dengan unsur masyarakat lainnya, demikian pula dengan unsur 

masyarakat luar negeri. Hubungan itu dapat berupa kerjasama atau persaingan 

yang dalam globalisasi makin intensif kondisinya. Akibatnya adalah bahwa tidak 

cukup hanya sebagian kecil masyarakat bermutu tinggi untuk mencapai 

kemajuan satu bangsa atau satu umat. Harus sebanyak mungkin warga 

masyarakat mempunyai mutu tinggi untuk dapat melakukan kerjasama dan 

persaingan bangsa dan umat. Hal ini menimbulkan tantangan yang amat berat, 

yaitu harus ada pendidikan yang besar kuantitasnya sehingga meliputi 

sebanyak mungkin warga masyarakat, maupun setinggi mungkin kualitasnya 

untuk seluruh pendidikan yang diselenggarakan. Hal ini merupakan tantangan 

besar untuk pengadaan dan penyediaan sumberdaya, baik sumberdaya 

manusia, sumberdaya uang maupun sumberdaya material. Dan karena 

sumberdaya pada dasarnya adalah langka, maka timbul tantangan kuat 

terhadap kemampuan manajemen pendidikan di satu pihak dan di pihak lain 

adanya komitmen yang kuat pada kepemimpinan bangsa untuk pengadaan 

sumberdaya itu. 
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Sebagaimana telah dikemukakan, pengaruh dari pendidikan luar sekolah, 

khususnya pendidikan di lingkungan keluarga, amat besar terhadap seluruh 

proses pendidikan. Sedemikian besarnya peran orang tua dalam membentuk 

kepribadian anak, yang sudah mulai dibentuk sejak kecil sebelum masuk 

sekolah. Sebab itu harus ada usaha yang kuat dan sistematis agar para orang 

tua memainkan peran itu dengan sebaik-baiknya. Kondisi dan suasana 

masyarakat serta lingkungan kehidupan pada umumnya berpengaruh kuat 

terhadap peran orang tua itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 

 

 

Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar 

ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan 

global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia 

melalui DPR dan Presiden pada tanggal 8 Juni 2003 telah mengesahkan 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti 

Undang-undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. 
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Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 Bab dan 

77 pasal tersebut juga merupakan pengejawantahan dari salah satu tuntutan 

reformasi yang marak sejak tahun 1998. Perubahan mendasar yang 

dicanangkan dalam Undang-undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain 

adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, 

tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan 

peserta didik. 

Tiap-tiap Negara memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Semua 

tindakan yang dilakukan di Negara itu didasarkan pada perundang-undangan 

tersebut. Negara Republik Indonesia mempunyai berbagai peraturan perundang-

undangan yang bertingkat, mulai dari UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, Ketetapan dan Surat Keputusan. Semuanya mengandung hukum 

yang harus ditaati, dimana UUD 1945 merupakan hukum yang tertinggi. 

Landasan hukum merupakan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik 

tolak dalam melaksakan kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatan pendidikan. 

Landasan yuridis pendidikan Indonesia dalam hal ini merupakam 

seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak 

sistem pendidikan Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 

meliputi, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-

Undang Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, peraturan 

pemerintah, Keputusan Presiden, peraturan pelaksanaan lainnya, seperti 

peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. 

Sebagai penyelenggaraan pendidikan nasional yang utama, perlu 

pelaksanaannya berdasarkan undang-undang. Hal ini sangat penting karena 

hakikatnya pendidikan nasional adalah perwujudan dari kehendak UUD 1945 

utamanya pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan, pasal 31: 
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1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 

2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar pemerintah 

wajib membiyayainya. 

3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, yang diatur dengan undang-undang. 

4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 

dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta 

dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi 

kebutuhan penyelenggaraan pendid ikan nasional. 

5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk 

kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 

Pentingnya undang-undang sebagai tumpuan bangunan pendidikan 

nasional di samping untuk menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting 

sebagai penjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia, juga dapat dipedomani 

bagi penyelenggaran pendidikan secara utuh yang berlaku untuk seluruh tanah 

air. Landasan yuridis bukan semata-mata landasan bagi penyelenggaraan 

pendidikan namun sekaligus dijadikan alat untuk mengatur sehingga 

penyelenggaraan pendidikan yang menyimpang, maka dengan landasan yuridis 

tersebut dikenakan sanksi. Dalam praktek penyelenggraan pendidikan tidak 

sedikit ditemukan penyimpangan. Memang penyimpangan tersebut tidak begitu 

langsung tetapi dalam jangka panjang bahkan dalam skala nasional dapat 

menimbulkan kerugian bukan hanya secara material tapi juga spiritual. 

Penyelenggaraan pendidikan yang sangat komersial dan instan dapat merusak 
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pendidikan sebagai proses pembentukan watak dan kepribadian bangsa 

sehingga dalam jangka panjang menjadikan pendidikan bukan sebagai sarana 

rekonstruksi sosial tetapi dekonstruksi sosial. Itulah sebabnya di samping dasar 

regulasi sangat penting juga harus pula dilandasi dengan dasar yuridis untuk 

sanksi.  

Pendidikan Menurut Undang-undang Dasar 1945 

Undang undang dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia. 

Semua peraturan harus tunduk kepada undang undang termasuk 

pendidikan. Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam UUD 1945 

hanya 2 pasal yaitu pasal 31 dan 32 yang menceritakan tentang pendidikan dan 

kebudayaan. Pasal 31 UUD 1945 sebagai berikut : 

Ayat 1: Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 

Ayat2: Setiap warga negara wajib mengikuti pendid ikan dasar pemerintah wajib 

membiyayainya. 

Ayat 3: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak 

yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan 

undang-undang. 

Ayat 4: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 

dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari 

anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 

penyelenggaraan pendid ikan nasional. 

Ayat 5: Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan 

peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 

Pasal 32 UUD 1945 sebagai berikut : 
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Ayat 1: Memajukan kebudayaan nasional serta memberi kebebasan kepada 

masyarakat untuk mengembangkannya. 

Ayat 2: Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai 

bagian dari budaya nasional.  

Pendidikan dan kebudayaan adalah dua unsur yang saling mendukung 

satu sama lain. Bila pendidikan maju, maka kebudayaan juga akan maju.  

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

Diantara peraturan perundangan-undangan RI yang paling banyak 

membicarakan pendidikan adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. 

Undang-undang ini disebut sebagai induk peraturan perundang-undangan 

pendidikan . Undang-undang ini mengatur pendidikan pada umumnya artinya 

segala sesuatu yang bertalian dengan pendidikan, mulai dari prasekolah sampai 

dengan pendidikan tinggi ditentukan dalam undang-undang ini. Ada beberapa 

pasal yang berkaitan dengan pendidikan antara lain: 

1. Pasal 1 ayat 2 dan ayat 5 tentang pendidikan yang berakar pada 

kebudayaan dan nilai-nilai agama yang berdasarkan pancasila dan 

undang-undang dasar 1945 

2. Pasal 5 tentang hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu 

3. Pasal 6 tentang kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan kerja 

sama antara komponen masyarakat dalam uapaya pengembangan 

pendidikan. 

4. Pasal 13 tentang perbedaan pendidikan jalur formal, nonformal dan 

informal. 

5. Pasal 15 tentang pembagian jalur pendidikan formal 

6. Pasal 29 tentang jalur kedinasan 
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7. Pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini 

8. Pasal 20 tentang pendidikan akademik dan pendidikan profesional 

9. Pasal 24 tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik 

dan otonomi keilmuan 

10. Pasal 12 tentang hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan 

agama. 

11. Pasal 39 tentang tenaga kependidikan. 

12. Pasal 36 tentang pengembangan kurikulum. 

13. Pasal 45 tentang pengadaan dan pemberdayaan sumber daya 

pendidikan. 

14. Pasal 58 tentang evaluasi hasil belajar peserta didik. 

Landasan Yuridis Pelaksanaan Pendidikan Global 

Dalam menghadapi tantangan globalisasi yang sedang melanda dunia, maka 

harus ada minimal satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan 

yang dapat dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf 

internasional, baik oleh pemerintah (pusat) maupun pemerintah daerah (pasal 

50 ayat 3). Untuk itu perlu dibentuk suatu badan hukum pendidikan, sehingga 

semua penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan formal, baik yang 

didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, harus berbentuk badan hukum 

pendidikan (pasal 53 ayat 1). Badan hukum pendidikan yang dimaksud akan 

berfungsi memberikan pelayanan kepada peserta didik (pasal 53 ayat 2). Badan 

hukum pendidikan yang akan diatur dengan undang-undang tersendiri (pasal 

53 ayat 4) itu, harus berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara 

mandiri untuk memajukan satuan pendidikan (pasal 53 ayat 3). 

Dengan adanya badan hukum pendidikan itu, maka dana dari masyarakat 

dan bantuan asing dapat diserap dan dikelola secara profesional, transparan 
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dan akuntabilitas publiknya dapat dijamin. Dengan demikian badan hukum 

pendidikan akan memberikan landasan hukum yang kuat kepada 

penyelenggaraan pendidikan dan/atau satuan pendidikan nasional yang bertaraf 

internasional dalam menghadapi persaingan global. 

Selain itu diperlukan pula lembaga akreditasi dan sertifikasi. Akreditasi 

dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada 

jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan 

(pasal 60 ayat 1), yang dilakukan oleh pemerintah (pusat) dan/atau lembaga 

mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik (pasal 60 ayat 2). 

Akreditasi dilakukan atas kriteria yang bersifat terbuka (pasal 60 ayat 3), 

sehingga semua pihak, terutama penyelenggara dapat mengetahui posisi satuan 

pendidikannya secara transparan. 

Dalam menghadapi globalisasi, maka penyerapan tenaga kerja akan 

ditentukan oleh kompetensi yang dibuktikan oleh sertifikat kompetensi, yang 

diberikan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang terakreditasi atau 

lembaga sertifikasi kepada peserta didik dan masyarakat yang dinyatakan lulus 

setelah mengikuti uji kompetensi tertentu (pasal 61 ayat 3). Dalam 

mengantisipasi perkembangan global dan kemajuan teknologi komunikasi, maka 

pendidikan jarak jauh diakomodasikan dalam sisdiknas, sebagai paradigma 

baru pendidikan. Pendidikan jarak jauh tersebut dapat diselenggarakan pada 

semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, yang berfungsi untuk memberi 

layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti 

pendidikan secara tatap muka atau reguler (pasal 31 ayat 1 dan 2). 

Landasan Yuridis Pelaksanaan Pendidikan Nasional 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang telah 

diamandemen, Pasal 31 tentang Pendidikan Nasional mengamanatkan: (1) setiap 
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warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) setiap warga negara wajib 

mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) 

pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 

nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-

undang; (4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 

20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 

pendidikan nasional; (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa 

untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada Pasal 1 (ayat 1) menjelaskan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pada (ayat 2) pendidikan nasional 

adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, 

kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan 

zaman. 

Paradigma baru lainnya yang dituangkan dalam UU Sisdiknas yang baru adalah 

konsep kesetaraan, antara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.  

Demikian juga adanya kesetaraan antara satuan pendidikan yang dikelola 

oleh Departemen Pendidikan Nasional dengan satuan pendidikan yang dikelola 
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oleh Departemen Agama yang memiliki ciri khas tertentu. Itulah sebabnya dalam 

semua jenjang pendidikan disebutkan mengenai nama pendidikan yang 

diselenggarakan oleh Departemen Agama (madrasah, dst.). Dengan demikian UU 

Sisdiknas telah menempatkan pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistemik 

(pasal 4 ayat 2). Selain itu UU Sisdiknas yang dijabarkan dari UUD NRI 1945, 

telah memberikan keseimbangan antara peningkatan iman dan takwa serta 

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tergambar 

dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, serta berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggungjawab (pasal 3). 

Dengan demikian UU Sisdiknas yang baru telah memberikan 

keseimbangan antara iman, ilmu dan amal (shaleh). Hal itu selain tercermin dari 

fungsi dan tujuan pendidikan nasional, juga dalam penyusunan kurikulum 

(pasal 36 ayat 3) , dimana peningkatan iman dan takwa, akhlak mulia, 

kecerdasan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sebagainya dipadukan 

menjadi satu. 

Landasan Yuridis Pelaksanaan Pendidikan Daerah 

Tuntutan reformasi yang sangat penting adalah demokratisasi, yang mengarah 

pada dua hal yakni pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah 

daerah (otda). Hal ini berarti peranan pemerintah akan dikurangi dan 

memperbesar partisipasi masyarakat. Demikian juga perana pemerintah pusat 

yang bersifat sentralistis dan yang telah berlangsung selama 50 tahun lebih, 
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akan diperkecil dengan memberikan peranan yang lebih besar kepada 

pemerintah daerah yang dikenal dengan sistem desentralisasi. Kedua hal ini 

harus berjalan secara simultan; inilah yang merupakan paradigma baru, yang 

menggantikan paradigma lama yang sentralistis. 

Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan yang dituangkan 

dalam UU Sisdiknas 2003 bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan 

(pasal 4) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan 

berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, nilai keagamaan , nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (ayat 1). 

Karena pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (ayat 3), serta 

dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, melalui peran serta 

dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 

Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan 

kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga 

negara tanpa diskriminasi (pasal 11 ayat 1). Konsekuensinya pemerintah (pusat) 

dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya 

pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7- 15 tahun (pasal 11 ayat 2). 

Itulah sebabnya pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah menjamin 

terselenggaranya wajib belajar, minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa 

dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang 

diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat 

(pasal 34 ayat 2). 

Dengan adanya desentralisai penyelenggaraan pendidikan dan 

pemberdayaan masyarakat, maka pendanaan pendidikan menjadi 

tanggungjawab bersama antara pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan 
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masyarakat (pasal 46 ayat 1). Bahkan, pemerintah (pusat) dan pemerintah 

daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana 

diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945 – 

(“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya duapuluh 

persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran 

pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 

pendidikan nasional”) – (pasal 46 ayat 2). Itulah sebabnya dana pendidikan, 

selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, harus dialokasikan 

minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor 

pendidikan, dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah 

(APBD) (pasal 49 ayat 1). Khusus gaji guru dan dosen yang diangkat oleh 

pemerintah (pusat) dialokasikan dalam APBN (pasal 49 ayat 2). 

Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, 

kecukupan, dan keberlanjutan (pasal 47 ayat 1). Dalam memenuhi tuntutan-

tuntutan tersebut maka pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan 

masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (pasal 47 ayat 2). Oleh karena itu maka 

pengelolaan dan pendidikan harus berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas publik (pasal 48 ayat 2) 

Meskipun terjadi desentralisasi pengelolaan pendidikan, namun tanggungjawab 

pengelolaan sistem pendidikan nasional tetap berada di tangan menteri yang 

diberi tugas oleh presiden (pasal 50 ayat 1), yaitu menteri pendidikan nasional. 

Dalam hal ini pemerintah (pusat) menentukan kebijakan nasional dan standard 

nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional (pasal 50 ayat 

2). Sedangkan pemerintah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan 

pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas 



51 

 

penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat 

pendidikan dasar dan menengah. Khusus untuk pemerintah kabupaten/kota 

diberi tugas untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan 

pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.  

Landasan Yuridis Pelaksanaan Pendidikan Lokal 

Satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal, merupakan paradigma baru 

pendidikan, untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah berdasarkan 

potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Dalam hal ini pewilayahan 

komoditas harus dibarengi dengan lokalisasi pendidikan dengan basis 

keunggulan lokal. Hak ini bukan saja berkaitan dengan kurikulum yang 

memperhatikan juga muatan lokal (pasal 37 ayat 1 huruf j), melainkan lebih 

memperjelas spesialisasi peserta didik, untuk segera memasuki dunia kerja di 

lingkungan terdekatnya, dan juga untuk menjadi ahli dalam bidang tersebut. 

Dengan demikian persoalan penyediaan tenaga kerja dengan mudah teratasi dan 

bahkan dapat tercipta secara otomatis. 

Selain itu pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib 

menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua 

jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikanm yang 

bertaraf internasional (pasal 50 ayat 3). Hal ini dimaksudkan agar selain 

mengembangkan keunggulan lokal melalui penyediaan tenaga-tenaga terdidik, 

juga menyikapi perlunya tersedia satuan pendidikan yang dapat menghasilkan 

lulusan kaliber dunia di Indonesia. 

Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, maka 

pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan 

pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan (pasal 42 

ayat 2). Dalam hal ini termasuk memfasilitasi dan/atau menyediakan pendidik 
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dan/atau guru yang seagama dengan peserta didik dan pendidik dan/atau guru 

untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan peserta didik (pasa 12 

ayat 1 huruf a dan b). Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara 

lintas daerah, yang pengangkatan, penempatan dan penyebarannya diatur oleh 

lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan 

formal (pasal 41 ayat 1 dan 2)). 

Selain itu pemerintah (pusat) atau pemerintah daerah memiliki 

kewenangan mengeluarkan dan mencabut izin bagi semua satuan pendidikan 

formal maupun non formal (pasal 62 ayat 1), sesuai dengan lingkup tugas 

masing-masing. Dengan adanya desentralisasi perizinan akan semakin 

mendekatkan pelayanan kepada rakyat, sesuai dengan tujuan otonomi 

pemerintahan daerah. 

Tata Urutan Peraturan Perundangan R.I Menurut UUD 1945 antara lain 

sebagai berikut: 

a. UUD 1945 Ketentuan yang tercantum dalam UUD merupakan 

ketentuan tertinggi tingkatanya dalam pelaksanaanya dilakukan 

dengan ketentuan MPR, UU atau keputusan Presiden. 

b. Ketetapan MPR Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam 

bidang Legeslatif dilaksanakan dengan UU, sedangkan untuk bidang 

Eksekutif dengan keputusan Presiden. 

c. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti UU 

UU adalah untuk melaksanakan UUD atau ketetapan MPR. Dalam hal 

ihwal yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan sebagai 

pengganti undang-undang, dengan 2 hal:  

1. Peraturan itu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam 

persidangan 
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2. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah 

harus dicabut 

d. Peraturan Pemerintah Peraturan pemerintah adalah memuat aturan 

umum untuk melaksanakan undang-undang. 

e. Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh UU, materi 

untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk 

melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. 

f. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten kota, 

yang berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi 

daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus 

daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi . 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang 

Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat 

(5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi: “Pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Atas 

dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan 

bahwa pendidikan nasional bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  

didik  agar  menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Mahan Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
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menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam 

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan 

pembaruan sistem pendidikan nasional adalah “pelaksanaan pendidikan agama 

dan akhlak mulia”. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada Pasal 37 ayat (1) mewajibkan Pendidikan Agama dimuat   dalam   

kurikulum   pendidikan   dasar,   menengah   dan   tinggi. Pendidikan agama 

pada jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan khusus 

disebut “Pendidikan Agama”. Penyebutan pendidikan agama ini dimaksudkan 

agar agama dapat dibelajarkan secara lebih luas dari sekedar mata pelajaran 

/kuliah agama. Pendidikan Agama dengan  demikian  sekurang-kurangnya  

perlu  berbentuk  mata pelajaran/mata kuliah Pendidikan Agama untuk 

menghindari kemungkinan peniadaan pendidikan agama di suatu satuan 

pendidikan dengan alasan telah dibelajarkan secara terintegrasi. Ketentuan 

tersebut terutama pada penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan 

kesetaraan. Undang-Undang   Nomor   20   Tahun   2003   tentang   Sistem 

Pendidikan Nasional pada Pasal 12 ayat (1) huruf a mengamanatkan bahwa 

setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan 

pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang 

seagama. Ketentuan ini setidaknya mempunyai 3 (tiga) tujuan, yaitu pertama, 

untuk menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama; kedua, dengan adanya 

guru agama yang seagama dan memenuhi syarat kelayakan mengajar  akan  

dapat  menjaga  kerukunan  hidup  beragama  bagi  peserta didik yang berbeda 

agama tapi belajar pada satuan pendidikan yang sama; ketiga, pendidikan 
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agama yang diajarkan oleh pendidik yang seagama menunjukan profesionalitas 

dalam penyelenggaraan proses pembelajaran pendidikan agama. 

Pendidikan keagamaan pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat 

sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh 

sebelum Indonesia merdeka, perguruan-perguruan keagamaan sudah lebih dulu 

berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, agama disadari merupakan 

bagian tak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan keagamaan juga 

berkembang akibat mata pelajaran/kuliah pendidikan agama  yang  dinilai  

menghadapi  berbagai  keterbatasan.  Sebagian masyarakat mengatasinya 

dengan tambahan pendidikan agama di rumah, rumah ibadah, atau di 

perkumpulan-perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan atau 

program pendidikan keagamaan formal, nonformal atau informal. 

Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat 

menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih 

lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan 

kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan.  Dalam  

kenyataan  terdapat  kesenjangan  sumber  daya  yang besar antar satuan 

pendidikan keagamaan. Sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, 

pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan 

ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan 

pemerintah daerah. 

Peraturan   Pemerintah   tentang   Pendidikan   Agama   dan Pendidikan 

Keagamaan merupakan kesepakatan bersama pihak-pihak yang mewakili umat 

Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Masing-masing telah 

memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai karakteristik agama 

masing-masing. 
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UUD 1945 Sebagai Landasan Yuridis SPNI 

Pancasila sebagai Landasan idiil 

Pancasila sebagai dasar Negara RI yang berkedaulatan rakyat yang 

mempunyai nilai yang mengatur tingkah laku bersama dalam berbangsa dan 

bernegara, yang terwujud dalam pemerintahan negara. 

Bangsa Indonesia yang sudah mempunyai bekal tersebut beritikad untuk 

mewujudkannya. Karena itu, sebagai bangsa yang merdeka membentuk sebuah 

wadah yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cita – cita bangsa 

Indonesia pun kemudian menjadi cita – cita negara karena Pancasila merupakan 

landasan idealisme Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila – sila dalam 

Pancasila yang merupakan kebenaran yang hakiki perlu diwujudkan oleh 

bangsa Indonesia. 

Pasal – pasal UUD 1945 sebagai Landasan Yuridis Pendidikan Nasional, 

Undang Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia. 

Semua peraturan harus tunduk kepada undang undang termasuk 

pendidikan. Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam UUD 1945 

yaitu pasal 31 dan 32 yang menceritakan tentang pendidikan dan kebudayaan. 

Pasal 31 UUD 1945 sebagai berikut : 

Ayat 1: Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 

Ayat 2: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 

pemerintah wajib membiyayainya. 

Ayat 3: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak 

yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan 

undang-undang. 

Ayat 4: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-

kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
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serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi 

kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 

Ayat 5: Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan 

peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 

Pasal 32 UUD 1945 sebagai berikut : 

Ayat 1: Memajukan kebudayaan nasional serta memberi kebebasan 

kepada masyarakat untuk mengembangkannya. 

Ayat 2: Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai 

bagian dari budaya nasional. 

Ketetapan MPR Sebagai Landasan Yuridis SPNI 

Sebagai pengetahuan Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar 

dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan UU dan garis besar pada bidang 

eksekutif dilaksanakan dengan keputusan presiden. Berikut ini dikemukakan 

Ketetapan MPR Sejak tahun 1966-2003 sebagai landasan operasional 

pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional: 

1. TAP MPRS No. XXVII/1966 Bab II Pasal 3 Dasar pendidikan adalah 

falsafah negara Pancasila, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia 

Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh 

Pembukaan dan isi UUD 1945. 

2. TAP MPR No. IV/MPR/1973 Tujuan pendidikan membentuk manusia-

manusia pembangunan yang Pancasila dan untuk membentuk manusia 

Pancasila yang sehat jasmani dan rohania, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, dan mengembangkan aktivitas dan tanggung jawab, dapat 

mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, 
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mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan 

yang termaktub dalam UUD1945. 

3. TAP MPR No. IV/MPR/1978 Pendidikan nasional berdasarkan 

Pancasila dan bertujuan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha 

Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat 

kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan 

manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta 

bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. 

4. TAP MPR No. II/MPR/1983 Pendidikan nasional bertujuan 

meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, kecerdasan dan 

keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan 

mempertebal semangat kebangsaan, dan cinta tanah air agar dapat 

menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun 

dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan 

bangsa. 

5. TAP MPR No. II/MPR/1988 Pendidikan nasional untuk meningkatkan 

kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa 

terhadap Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, 

berdisiplin, bekerja keras, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil 

serta sehat jasmani dan rohani. 

6. Bab II Pasal 4 UU RI No. 2 tahun 1989 Pendidikan nasional bertujuan 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, 

yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan 

berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan 

jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung 

jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 
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7. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Undang-undang No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional : Peraturan perundang-undangan ini 

disahkan tanggal 8 Juli 2003. Undang-undang ini merupakan pengganti 

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, fungsi pendidikan nasional 

adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Dibandingkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989, Undang-Undang No. 

20/2003 memuat lebih banyak aturan baru terutama yang mendukung aspek 

akuisisi pengetahuan, penciptaan pengetahuan dan penyebaran pengetahuan. 

Undang – Undang Sebagai Landasan Yuridis SPNI 

1. Rujukan Yuridis 

a. Rujukan Teknis ada pada pasal 5 ayat (1), Presiden RI memegang 

kekuasan pemerintah menurut UUD dan Pasal 20 ayat (1), Tiap UU 

menghendaki persetujuan DPR 

b. Rujukan Material yakni pada pasal 31, UUD 1945 

2. Latar Belakang Perlunya UU No 2 Th 1089 

a. UUD 1945 mengamanatkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. 

b. Pembangunan Nasional dibidang pendidikan upaya mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan meningkatkan SDM. 

b. UU yang lama perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan 

perkembangan pendidikan Nasional. 
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c. Dalam mewujudkan pembangunan Nasional pada pendidikan perlu 

adanya peningkatan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan 

nasional. 

d. Pancasila dan UUD 1945 merupakan dasar kebudayaan dan persatuan 

bangsa. 

3. Ketentuan Umum 

a. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dimasa yang akan datang. 

b. Pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berakar pada 

kebudayaan bangsa. 

b. Sistem Pendidikan Nasional merupakan satu keseluruhan yang 

terpadu demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. 

c. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai sifat 

dan kekhususan tujuan. 

d. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan 

berkelanjutan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. 

e. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, 

dan jenis pendidikan tertentu. 

f. Tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang 

mengabdikan diri dalam penyelenggaraan penidikan. 

g. Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas 

membimbing, mengajar dan melatih peserta didik. 

h. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi 

dan bahan pelajaran. 
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i. Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksana 

yang terwujud sebgai tenaga, dana, sarana dan prasarana yang 

tersedia.  

Peraturan Pemerintah Sebagai Landasan Yuridis SPNI UU Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tercermin dalam rumusan 

Visi dan Misi pendidikan nasional adalah salah satu upaya untuk perbaikan 

mutu pendidikan.  

  Visi pendidikan nasional adalah “ Mewujudkan sistem pendidikan sebagai 

pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga 

negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga 

mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah “. 

Sedangkan misinya adalah: 

a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh 

pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; 

b. Meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat 

nasional, regional, dan internasional; 

c. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat 

dan tantangan global; 

d. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa 

secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka 

mewujudkan masyarakat belajar; 

e. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan 

untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; 

f. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga 

pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, 

keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar 

yang bersifat nasional dan global; dan 
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g. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Keputusan Menteri Sebagai Landasan Yuridis Pelaksana SPNI 

Beberapa keputusan Menteri yang mempunyai hubungan erat dengan 

pelaksanaan UU No 2 Th 1989, diantaranya adalah: 

1. Kepmen No 0468/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak. 

2. Kepmen No 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar. 

3. Kepmen No 054/U/1992 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. 

4. Kepmen No 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum. 

5. Kepmen No 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan. 

6. Kepmen No 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa. 

7. Kepmen No 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar. 

8. Kepmen No 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum. 

9. Kepmen No 081/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan. 

  Landasan Yuridis Pendidikan Indonesia baik dari UUD 1945, ketetapan 

MPR, UU, Peraturan Pemerintah Keputusan Menteri maupun Instruksi Menteri 

mempunyai keterkaitan dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya, 

yakni demi tercapainya tujuan pendidikan dan meningkatkan kualitas pedidikan 

demi tercipnya SDM Indonesia yang berkualitas yang nantinya mampu 

berkembang dan bersaing di Era global seperti sekarang ini. Maka dari itu SPNI 

dalam perancangannya membutuhkan pembahuruan yang disesuaikan dengan 

kebutuhan pendidikan sekarang demi kebaikan elemen pendidikan itu sendiri, 

yang tentunya dalam hal ini tidak terlepas juga dari UUD 1945 maupun 

Pancasila dan dasar-dasar Landasan Yuridis lainnya.  
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS,  

DAN LANDASAN YURIDIS 

 

 

Pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematik-sistemik selalu bertumpu 

pada sejumlah landasan. Landasan tersebut sangat penting, karena pendidikan 

merupakan pilar utama pengembangan manusia dan masyarakat suatu bangsa. 

Landasan pendidikan akan memberikan pijakan dan arah terhadap 

pembentukan manusia Indonesia, mendukung perkembangan masyarakat, 

bangsa, dan negara. Landasan pendidikan yang sangat memegang peranan 

penting dalam menentukan tujuan pendidikan adalah landasan filosofis, 

sosiologis, dan kultural. Landasan pendidikan yang mendorong pendidikan 

dalam rangka menjemput masa depan adalah landasan ilmiah dan teknologi. Di 

samping itu, terdapat landasan psikologis, yang membekali tenaga kependidikan 

dengan pemahaman psikologis peserta didiknya. Kajian terhadap landasan-
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landasan pendidikan ini akan dapat membe ntuk wawasan pendidikan yang 

utuh.  

A. Landasan Filosofis.  

Terdapat kaitan yang sangat erat antara pendidikan dan filsafat. Filsafat 

mencoba merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat, sedangkan 

pendidikan berusaha mewujudkan citra itu. Di satu sisi, rumusan tentang 

harkat dan martabat manusia dan masyarakatnya ikut menentukan tujuan dan 

cara penyelenggaraan pendidikan, sementara di sisi  lain, pendidikan 

merupakan proses memanusiakan manusia. Peranan filsafat dalam bidang 

pendidikan berkaitan dengan kajian-kajian: (1) keberadaan dan kedudukan 

manusia sebagai makhluk zon politicon, homo sapiens, animal educandum, 

animal symbolicum  (Dimyati, 2000, 2001 & Tirtarahardja & La Sula, 2000; Van 

Peursen, 2001), (2) masyarakat dan kebudayaannya, (3) keterbatasan manusia 

sebagai makhluk hidup, (4) perlunya landasan pemikiran dalam pekerjaan 

pendidikan. Peranan utama pendidikan adalah membelajarkan anak agar 

mengalami growth in learning dan becoming process. 

Dengan belajar, anak tumbuh dan berkembang secara utuh. Karena itu, 

sekolah tidak mengajar anak, melainkan melaksanakan pendidikan. Pendidikan 

adalah untuk dapat hidup sepanjang hayat. Pendidikan bukan persiapan untuk 

hidup. Orang belajar dari hidupnya, bahkan kehidupan itu adalah pendidikan 

bagi setiap orang. Seirama dengan pandangan ini adalah paham 

konstruktivisme. Paham konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan 

dikonstruksi sendiri oleh individu berdasarkan interaksinya dengan lingkungan 

alamiah, teman sebaya, dan masyarakat (Suparno, 2001). Pebelajar sendiri yang 

membangun pengetahuannya, sedangkan guru hanya bertindak sebagai 

fasilitator dan mediator yang dinamis.  
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Unsur kebebasan memegang peranan penting dalam proses pendidikan 

(Brook & Brook, 1993). Fungsi pendidikan adalah membina pribadi-pribadi yang 

bebas merumuskan pendapat dan menyatakan pendapatnya sendiri dalam 

berbagai perspektif. Individu yang diinginkan adalah individu yang kreatif, 

berpikir bebas termasuk berpikir produktif. 

Pendidikan    agama dam keagamaan    berfungsi    membentuk    manusia 

Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 

berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan 

inter dan antarumat beragama. 

Pendidikan   agama   bertujuan   untuk   berkembangnya kemampuan 

peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai 

agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni. 

B. Landasan Sosiologis  

Kajian sosiologi pendidikan pada prinsipnya mencakup semua jalur 

pendidikan, baik pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. 

Pendidikan keluarga yang termasuk salah satu pendidikan luar sekolah 

merupakan lembaga sosial pertama bagi setiap manusia. Proses sosialisasi akan 

dimulai dari keluarga, di mana anak mulai berkembang. Pendidikan keluarga 

dapat memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan 

keterampilan. Dalam keluarga dapat ditanamkan nilai dan sikap yang dapat 

mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Perubahan fungsi keluarga, 

pola hubungan orang tua dengan anak dalam keluarga, komposisi keanggotaan 

dalam keluarga, keberadaan orang tua, dan perbedaan kelas sosial keluarga 

berpengaruh terhadap perkembangan anak (Mudyahardjo et.al 1992). 
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Proses pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh berbagai kelompok sosial 

dalam masyarakat, seperti kelompok keagamaan, organisasi pemuda, dan 

organisasi pramuka. Terdapat satu kelompok khusus yang datangnya bukan 

dari orang dewasa, tetapi dari anak-anak lain yang hampir seusia, yang disebut 

kelompok sebaya. Kelompok sebaya merupakan agen sosialisasi yang 

mempunyai pengaruh kuat searah dengan bertambahnya usia anak 

(Tirtarahardja & La Sula, 2000). Sebagai lembaga sosial, kelompok sebaya tidak 

mempunyai struktur yang jelas dan tidak permanen. Tetapi kelompok sebaya 

dapat menciptakan solidaritas yang sangat kuat di antara anggota kelompoknya. 

Ada beberapa hal yang dapat disumbangkan oleh kelompok sebaya dalam proses 

sosialisasi anak, antara lain, bahwa kelompok sebaya dapat memberikan model, 

memberikan identitas, memberikan dukungan, memberikan jalan untuk lebih 

independen, menumbuhkan sikap kerja sama, dan membuka horizon anak 

menjadi lebih luas. 

Di sisi lain, yang tidak kalah pentingnya, adalah pengaruh pendidikan 

terhadap masyarakat. Penekanan pada sosialisasi, tujuan pendidikan adalah 

mempersiapkan anak untuk hidup di dalam masyarakatnya, sedangkan 

penekanan pada agen pembaharuan, tujuan pendidikan adalah mempersiapkan 

anak merombak atau memperbaharui masyarakat. Pendidikan yang 

dilaksanakan pada umumnya, hendaknya tidak memilih salah satu kutub 

penekanan tersebut, tetapi diupayakan seimbang antara upaya pelestrarian dan 

pengembangan. 

Pendidikan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, harus 

didukung oleh sistem komunikasi sosial yang terbuka, sehingga ia dapat 

berkembang secara efektif. Komunikasi sosial merupakan implementasi dari 

prinsip tanggung jawab sosialnya. Tanggung jawab yang dipikul oleh 
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pengembang dan pengelola pendidikan tersebut harus dikembalikan kepada 

hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri, harus konsisten dengan proses telaah 

pendidikan terhadap hakikat pengetahuan, dan harus disampaikan secara 

proporsional kepada masyarakat, sehingga dapat dimanfaatkan secara obyektif 

dalam memecahkan permasalahan sosial.  

Pengetahuan yang dimiliki oleh seorang ilmuwan merupakan kekuatan 

yang akan memberikan keberanian dalam membela nilai-nilai kebenaran yang 

diyakininya. Secara etis, ilmuwan harus bersikap ilmiah, yaitu bersikap obyektif, 

terbuka menerima kritik, menerima pendapat orang lain, kukuh dalam 

memperjuangkan kebenaran, mengakui kekurangan secara terbuka bagi 

masyarakat. Walaupun pemikiran sosial yang dianutnya tidak selalu terbaik dan 

juga tidak terburuk bagi masyarakat, namun gagasannya harus siap memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Ketika gagasan tersebut gagal menunjukkan 

keunggulannya, dalam artian akan terjadi konflik antara ilmu pengetahuan dan 

sosiologi, maka harus dipertanggungjawabkan secara sosial sebagai 

pengejawantahan peran sikap ilmiahnnya. 

Pendidikan agama adalah upaya yang dilakukan oleh seorang pendidik 

dalam membina dan mengarahkan siswa pada ajaran agama. Tidak hanya 

memahami materi agam yang disampaikan, tetapi peserta didik diharapkan 

dapat menerapkan ajaran tersebut dalam kehidupan. 

Misalnya dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan agama 

yang ada di Indonesia, serta menjalin kerukunan dengan seluruh umat 

beragama, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di 

lingkungan bermasyarakat.Pendidikan agama perlu dijadikan sebagai bahan 

untuk mendidik karena bertujuan untuk membentuk insan yang takwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

http://www.eventzero.org/tag/agama/
http://www.eventzero.org/tag/siswa/
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C. Landasan Kultural 

Pendidikan selalu terkait dengan manusia, sedangkan setiap manusia 

selalu menjadi anggota masyarakat dan pendukung kebudayaan tertentu. 

Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab 

kebudayaan dapat dikembangkan dan dilestarikan dengan jalan mewariskan 

kebudayaan dari generasi ke generasi penerus melalui pendidikan, baik secara 

informal maupun  formal. Sebaliknya, bentuk, ciri-ciri, dan pelaksanaan 

pendidikan itu ikut ditentukan oleh kebudayaan masyarakat di mana proses 

pendidikan itu  berlangsung. Kebudayaan adalah hasil cipta dan karya manusia 

berupa norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, tingkah laku, dan teknologi yang 

dipelajari dan dimiliki oleh semua anggota masyarakat tertentu. Kebudayaan 

dalam arti luas dapat berwujud (1) ide, gagasan, nilai; (2) prilaku manusia dalam 

masyarakat; (3) benda hasil karya manusia. Kebudayaan baik dalam wujud ide, 

prilaku, dan teknologi tersebut dapat dibentuk, dilestarikan, dan dikembangkan 

melalui proses pendidikan. 

 Cara untuk mewariskan kebudayaan, mengajarkan tingkah laku kepada 

generasi baru, berbeda dari masyarakat ke masyarakat. Ada tiga cara umum 

yang dapat diidentifikasikan, yaitu: informal (terjadi dalam keluarga), nonformal 

(terjadi dalam masyarakat, dan formal (terjadi dalam lembaga-lembaga 

pendidikan formal). Pendidikan formal dirancang untuk mengarahkan 

perkembangan tingkah laku anak didik. Masyarakat memegang peranan dalam 

mentrasmisi kebudayaan yang mereka miliki kepada generasi penerus. 

Masyarakat juga berusaha melakukan perubahan-perubahan yang disesuaikan 

dengan kondisi baru, sehingga terbentuklah pola tingkah laku, nilai-nilai, 

norma-norma baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. 

Usaha-usaha menuju pola tingkah laku, nilai-nilai, dan norma-norma tersebut 
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merupakan transformasi kebudayaan. Lembaga sosial yang lazim digunakan 

sebagai alat transmisi dan transformasi kebudayaan adalah lembaga 

pendidikan, utamanya sekolah dan keluarga. Sekolah sebagai lembaga sosial 

mempunyai peranan yang sangat penting, sebab pendidikan tidak hanya 

berfungsi mentransmisi kebudayaan kepada generasi penerus, tetapi juga 

mentransformasikannya agar sesuai dengan perkembangan zaman. 

D. Landasan Psikologis.  

Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan, sehingga landasan psikologis 

merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Pada 

umumnya, landasan psikologis pendidikan tertuju pada pemahaman manusia, 

khususnya tentang proses perkembangan dan proses belajar. Terdapat tiga 

pandangan tentang hakikat manusia, yaitu strategi disposisional yang 

memberikan tekanan pada faktor hereditas, strategi behavioral, dan strategi 

fenomenologis atau humanistis menekankan pada peranan faktor belajar. 

Strategi behavioral memandang manusia sebagai makhluk pasif yang 

bergantung kepada lingkungan, strategi fenomenologis memandang manusia 

sebagai makhluk aktif yang mampu bereaksi dan melakukan pilihan-pilihan 

sendiri. Perbedaan pandangan tentang hakikat manusia tersebut berdampak 

dalam pandangan tentang pendidikan. 

Pemahaman peserta didik, utamanya berkaitan dengan aspek kejiwaan 

individu, merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Individu 

memiliki bakat, kemampuan, minat, kekuatan, serta tempo, dan irama 

perkembangan yang berbeda satu sama lain. Implikasinya, pendidik tidak 

mungkin memperlakukan sama kepada setiap peserta didik. Perbedaan 

individual terjadi karena adanya perbedaan berbagai aspek kejiwaan antar 

peserta didik, bukan hanya berkaitan dengan kecerdasan dan bakat, tetapi juga 
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perbedaan pengalaman dan tingkat perkembangan, perbedaan aspirasi dan cita-

cita, bahkan perbedaan kepribadian secara keseluruhan. Kajian psikologi 

pendidikan yang erat kaitannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan 

dengan kecerdasan, berpikir, dan belajar. Kecerdasan umum dan kecerdasan 

dalam bidang tertentu banyak dipengaruhi oleh kemampun potensial. Namun, 

kemampuan potensial hanya akan berkembang secara aktual apabila 

dikembangkan dalam situasi yang kondusif. Peserta didik selalu berada dalam 

proses perubahan, baik karena pertumbuhan maupun karena perkembangan. 

Pertumbuhan terjadi sebagai akibat faktor internal sebagai akibat kematangan 

dan proses pendewasaan, sedangkan perkembangan terutama terjadi karena 

pengaruh lingkungan. Lingkungan pendidikan dapat berwujud lingkungan 

sekolah, keluarga, masyarakat, pramuka, dan media masa (Dimyati, 2000, 

2001). 

E. Landasan Ilmiah dan Teknologi.  

Pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi memiliki kaitan yang sangat 

erat. Iptek menjadi bagian utama isi pengajaran, artinya, pendidikan berperan 

sangat penting dalam pewarisan dan pengembangan iptek. Di sisi lain, setiap 

perkembangan iptek harus segera diakomodasi oleh pendidikan, yakni dengan 

segera memasukkan hasil pengembangan iptek ke dalam isi bahan pelajaran. 

Sebaliknya, pendidikan sangat dipengaruhi oleh cabang-cabang iptek, utamanya 

ilmu-ilmu prilaku (psikologi, sosiologi, antroplogi). Seiring dengan kemajuan 

iptek pada umumnya, ilmu pendidikan juga mengalami kemajuan yang pesat; 

demikian pula dengan cabang-cabang khusus dari ilmu-ilmu prilaku yang 

mengkaji pendidikan. Kemajuan cabang-cabang ilmu tersebut menyebabkan 

tersedianya informasi empiris yang cepat dan tepat, dan pada gilirannya, 
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diterjemahkan menjadi program, alat, dan/atau prosedur kerja yang akan 

bermuara pada kemajuan teknologi pendidikan. 

Dengan perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat yang makin 

kompleks, maka pendidikan dalam segala aspeknya harus mengakomodasi 

perkembangan tersebut. Di sisi lain, pendidikan formal telah berkembang 

sedemikian rupa sehingga menjadi suatu lingkup kegiatan yang luas dan 

kompleks. Konsekuensinya, penataan kelembagaan, pemantapan struktur 

organisasi dan mekanisme kerja, pemantapan pengelolaan, haruslah dilakukan 

dengan pemanfaatan iptek. Oleh karena kebutuhan pendidikan yang sangat 

mendesak, maka teknologi dari berbagai bidang ilmu harus segera diadopsi ke 

dalam penyelenggaraan pendidikan, dan atau kemajuan ilmu harus segera  

dimanfaatkan oleh penyelenggara pendidikan tersebut. 

Manfaat Pendidikan Agama 

1. Membentuk karakter peserta didik yang bertakwa dan beriman 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Menciptakan karakter siswa yang mulia karena senantiasa memiliki 

pedoman, sesuai yang diajarkan dalam agam masing-masing. 

3. Siswa menjadi punya batasan dalam berperilaku karena adanya pedoman 

yang dipercaya. 

4. Membentuk norma-norma kebaikan yang berlandaskan agama. 

5. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

6. Memberikan materi keagamaan yang lebih mendalam, sehingga peserta 

didik bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru,selain pendidikan 

agama yang telah diajarkan oleh para orangtua. 

7. Membentuk dan menyalurkan anak-anak sesuai bakat dan minat pada 

bidang keagamaan. 

http://www.eventzero.org/tag/siswa/
http://www.eventzero.org/tag/siswa/
http://www.eventzero.org/tag/norma/
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8. Sebagai pedoman hidup untuk menambah pahala untuk 

kepentingan dunia hingga akhirat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP  

MATERI MUATAN 

 

 

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan  

Pentingnya pendidikan keagamaan disekolah menggambarkan betapa 

pentingnya agama (pendidikan agama) bagi setiap individu. Tidak bisa 

dipungkiri jika pendidikan merupakan kunci sukses seseorang di masa depan. 

Pendidikan dapat dibagi menjadi pendidikan formal dan pendidikan informal. 

Pendidikan formal memang penting, dengan pendidikan formal yang baik, anak 

dapat memperoleh berbagai macam gelar sehingga dapat meningkatkan 

kualitasnya. Namun semua itu tidak akan sempurna tanpa didasari dengan 

pendidikan agama yang kuat sejak dini. Membekali anak dengan pendidikan 

agama sejak dini dapat menjadikan seorang anak tetap kokoh pada 

http://www.eventzero.org/category/dunia/
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pendiriannya dan tidak mudah goyah terhadap segala godaan perbuatan negatif. 

Dengan pengetahuan keagamaan yang dimiliki, anak dapat memilah-milah 

mana yang baik-buruk, benar-salah dalam bergaul dan bersosialisasi. Sekarang 

ini, banyak anak-anak terutama usia remaja yang belum memahami tentang 

ilmu pendidikan agama secara utuh sehingga banyak dari mereka kehilangan 

kontrol diri dalam lingkungan pergaulannya. 

Media elektronik dan sosial dipenuhi berita kriminal dan kasus lainnya 

seperti seks bebas, penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak usia remaja 

sampai dewasa. Minimnya pendidikan agama menjadi salah satu penyebab 

mereka terjerat kasus tersebut, jika mereka paham tentang agama maka akan 

terhindar dari perbuatan yang negatif. Justru pendidikan agama itu seharusnya 

diperkuat dan kalau perlu ditambah. 

Aturan dan payung hukum terkait pendidikan agama tertuang dalam UU 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 12 

(1) butir a, "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak 

mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan 

diajarkan oleh pendidik yang seagama." Pengertian Satuan Pendidikan dalam 

UU ini sebagaimana tertulis dalam Ketentuan Umum adalah kelompok layanan 

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, 

dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Jadi setiap siswa yang 

menempuh pendidikan baik itu di jalur formal, nonformal maupun informal itu 

berhak mendapatkan pendidikan agama, dan sekolah wajib memberikan 

pendidikan agama kepada siswa 

Jika pendidikan agama di dalam kelas sampai dihapus, hal ini jelas 

bertentangan dengan Undang-Undang. Inisiatif menjadikan pendidikan agama 

sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler seperti madrasah diniyah, 
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pesantren kilat dan lainnya tidak menjadi masalah selama pendidikan agama di 

dalam kelas tidak dihilangkan. Pendidikan agama di dalam kelas harus 

dijadikan penguat bagi kegiatan ekstrakurikuler keagamaan sehingga nilai-nilai 

agama yang menjadi pondasi anak-anak semakin kokoh. 

Selain itu, perlu diperhatikan juga peran orang tua sangat penting sekali 

dalam mengajarkan pemahaman tentang agama kepada anak-anaknya sejak 

dini. Orang tua adalah pendidik pertama bagi anak, dari orang tua-lah anak 

mempelajari hal-hal mendasar dalam hidupnya. Orang tua harus bisa 

menyeimbangkan antara pendidikan formal dengan pendidikan agama bagi 

anak. Tidak hanya di sekolahkan di sekolah favorit, namun anak juga harus 

diarahkan belajar agama di tempat yang berkualitas. 

Pendidikan pada hakekatnya merupakan proses pendewasaan manusia 

menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya meliputi keseluruhan dimensi 

kehidupan manusia: fisik, psikis, mental/moral, spiritual dan religius. 

Pendidikan dapat berlangsung secara formal di sekolah, informal di lembaga-

lembaga pendidikan dan pelatihan dan nonformal dalam keluarga. Pendidikan 

agama di sekolah sebagai salah satu upaya pendewasaan manusia pada dimensi 

spiritual-religius. Adanya pelajaran agama di sekolah di satu pihak sebagai 

upaya pemenuhan hakekat manusia sebagai makhluk religius (homo 

religiousus). Sekaligus di lain pihak pemenuhan apa yang objektif dari para 

siswa akan kebutuhan pelayanan hidup keagamaan. Agama dan hidup beriman 

merupakan suatu yang objektif menjadi kebutuhan setiap manusia. 

Pelaksanaan pelajaran agama di sekolah selama ini sudah berjalan. 

Sekolah-sekolah di Indonesia memberlakukan/memasukkan pelajaran agama 

dalam kurikulum. Pelajaran Pendidikan Agama merupakan salah satu pelajaran 

‘wajib’, harus ada dan diterima oleh para siswa. Di Indonesia persekolahan-
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persekolahan swasta umum dengan ciri keagamaan tertentu menerapkan 

pelajaran agama sesuai dengan diri khas keagamaannya. Kenyataan di lapangan 

penerapan pelajaran agama di sekolah baik negeri dan swasta memuncukan 

dialektika atau bahkan menimbulkan problematika. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, pasal 12, ayat 

(1) huruf a, mengamanatkan: “Setiap peserta didik pada setiap satuan 

pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang 

dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.” Bukan hanya di sekolah 

negeri, juga di sekolah swasta, bahwa setiap siswa berhak mendapatkan 

pelajaran agama sesuai dengan agamanya harus dipenuhi, maka pemerintah 

berkewajiban menyediakan / mengangkat tenaga pengajar agama untuk semua 

siswa sesuai dengan agamanya baik sekolah negeri maupun swasta. Pasal 55, 

ayat (5) menegaskan: “Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat 

memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumber daya lian secara adil dan 

merata dari pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. 

Penyelenggaraan sekolah umum dengan ciri keagamaan merupakan hak 

masyarakat. UU No. 20 Tahun 2003, pasal 55 menegaskan: “Masyarakat berhak 

menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan 

nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya 

untuk kepentingan masyarakat.” Penyelenggaraan pelajaran agama di sekolah 

sesuai dengan ciri keagamaan merupakan hak sekaligus kewajiban sekolah yang 

diselengarakan oleh masyarakat. PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan 

Agama dan Pendidikan Keagamaan, pasal 3 menegaskan: “Setiap satuan 

pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib 

menyelenggarakan pendidikan agama.” Hal mendapatkan pelajaran agama 



76 

 

memang hak orang tua dan siswa Hak-hak sebagai warga Negara harus dijamin 

oleh pemerintah. 

Dalam sejarah dan data pendidikan di Indonesia, persekolahan yang 

diselenggarakan oleh masyarakat, lembaga keagamaan, ataupun personal dan 

organisasi begitu banyak jumlah, melebihi sekolah-sekolah negeri yang ada dan 

telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan Indonesia. Maka 

pemerintah berkewajiban memperhatikan keberadaan sekolah swasta sama 

dengan sekolah negeri termasuk pelajaran agama. Bukan suatu keniscayaan di 

sekolah swasta umum dengan ciri khas keagamaan tertentu, pelajaran agama 

diberikan untuk semua siswa sesuai dengan agamanya, dan oleh guru agama 

yang seagama. 

Selama ini masih berlaku sekolah dengan basis keagamaan hanya 

memberikan pelajaran agama sesuai dengan ciri khas keagamaan sekolah 

tersebut. Di sekolah negeri tidak menjadi persoalan, walaupun pemerintah 

belum sepenuhnya secara merata menyediakan pengajar dan fasilitas yang 

memadai. Memang konsekuensinya adalah sekolah menyediakan guru agama 

sesuai dengan agama siswanya, menyediakan fasilitas pelajaran agama, dsb. 

Apakah harus ada rumah ibadah macam-macam agama di sekolah swasta? PP. 

No. 55 Tahun 2007, pasal pasal 4, ayat (7) menegaskan: “Satuan pendidikan 

yang berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun rumah ibadah 

agama lain selain yang sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikan yang 

bersangkutan.” 

Dalam konteks otonomi sekolah, setiap sekolah umum keagamaan berhak 

hanya menawarkan pelajaran agama sesuai dengan ciri khasnya. Misalnya 

sekolah Katolik berhak hanya menawarkan pelajaran agama Katolik. Sekolah 

Kristen hanya menawarkan pelajaran agama Kristen, sekolah Islam hanya 
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menawarkan pelajaran agama Islam. Akan tetapi sekolah tidak berhak 

mewajibkan siswa-siswanya dari agama lain mengikuti pelajaran agama sesuai 

dengan cirri khas keagamaan sekolah yang bersangkutan. Misalnya apabila 

sekolah Kristen atau Katolik menerima siswa bukan Kristen-Katolik, sekolah 

tersebut tidak berhak mewajibkan atau menekan orangtua untuk mengizinkan 

anak mereka yang bukan Kristiani mengikuti pelajaran agama Kristen-Katolik. 

Dalam konteks pluralisme, apabila sekolah swasta dengan ciri khas keagamaan 

memutuskan untuk membuka pintu bagi anak dari pluralitas agama, pendirian 

orangtua mereka masing-masing wajib dihormati. Itulah yang namanya 

pluralisme. Maka tidak menjadi masalah, kalau sekolah dengan basis 

keagamaan tertentu menerima pelajaran dan guru agama lain. 

hadirnya pelajaran agama dan guru agama yang tidak sesuai dengan ciri 

khas keagamaan sekolah tersebut tidak menghilangkan ciri khas dan otonomi 

keagamaan sekolah. Adanya beberapa guru agama yang berbeda dapat 

membuka peluang untuk saling berinteraksi, berdialog dan berbagi ajaran dan 

pengalaman iman dalam suatu kelompok rumpun mata pelajaran agama. 

Pelajaran dan pendidikan agama semakin diperkaya dengan adanya pelbagai 

perbedaan. Adagium: “kesatuan dalam kepelbagaian” menjadi hal yang bukan 

mustahil diwujudkan. Suasana ini akan mendorong perilaku inklusif untuk 

bertoleransi dan membangun sikap saling menghormati perbedaan. 

Nilai-nilai pluralitas dapat berkembang yang pada akhirnya dihindari 

perilaku fanatisme sempit, bahkan dapat dihindari perilaku radikalisme 

keagamaan. Sistem ini bukan merupakan seuatu kemunduran atau ancaman. 

Akan tetapi justru merupakan suatu langkah bijaksana dan maju menuju sikap 

beriman yang inklusif dalam suatu tatanan komunitas beriman yang sejati. 

Sekolah swasta umum dengan ciri keagamaan memiliki hak otonomi untuk 
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menentukan ataupun menerima guru agama yang akan mengampuh mata 

pelajaran agama. Misalnya sekolah katolik menerima guru agama Islam, Kristen, 

Hindhu, dan Budha. Demikian sebaliknya. Sekolah berhak menilai dan 

membina serta memperhatikan isi (konten) materi pelajaran yang diberikan. 

Kepentingan sekolah swasta keagamaan adalah guru agama tersebut 

berwawasan inklusif, humanis, memenuhi kecerdasan yang memadai dan 

membantu proses pembentukan sikap dan perilaku hidup keagamaan dan 

kemanusiaan para siswa. Sekolah memastikan terjaminnya isi ajaran dan proses 

pembelajaran agama mendorong pembentukan sikap dan perilaku nilai-nilai 

kemanusiaan yang luhur, yang dibutuhkan untuk kesejahteraan dan 

ketenteraman hidup bersama. 

Kedudukan Agama Dalam Pendidikan Nasional 

Agama memiliki kedudukan yang penting dalam pendidikan nasional. Pertama, 

tujuan pendidikan nasional: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.” (UU 20/2003, pasal 3). 

Kedua, pengembangan kurikulum: Kurikulum disusun sesuai dengan 

jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dengan memperhatikan: (a) peningkatan iman dan takwa, (b) peningkatan 

akhlak mulia, (c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, (d) 

keragaman potensi daerah dan lingkungan, (e) tuntutan pengembangan daerah 

dan nasional, (f) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (g) 
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agama, (h) dinamika perkembangan global, (i) persatuan nasional dan nilai-nilai 

kebangsaan.” (UU 20/2003, pasal 36). 

Ketiga, pendidikan agama merupakan bagian tak terpisahkan dari 

pembaharuan dan pembangunan pendidikan nasional: “Pembaharuan sistem 

pendidikan nasional memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan 

pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi: (1) pelaksanaan 

pendidikan agama serta akhlak mulia, (2)…”(Penjelasan umum UU 20/2003). 

Keempat, kelembagaan pendidikan agama. Selain pendidikan agama, di 

dalam sistem pendidikan nasional pemerintah dan/atau kelompok masyarakat 

dapat menyelenggarakan pendidikan keagamaan yang berfungsi mempersiapkan 

peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan 

nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (UU 20/2003, 

pasal 30/2). 

Kelima, pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib di dalam 

kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi. 

“(1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: (a) 

pendidikan agama, (b) pendidikan kewarganegaraan, (c) bahasa, (d) matematika, 

(e) ilmu pengetahuan alam, (f) ilmu pengetahuan sosial, (g) seni dan budaya, (h) 

pendidikan jasmani dan olah raga, (i) keterampilan/kejuruan, dan (j) muatan 

lokal. (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: (a) pendidikan agama, (b) 

pendidikan kewarganegaraan, (c) bahasa.” (UU 20/2003, pasal 37/1-2). 

“Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (a) kelompok mata 

pelajaran agama dan akhlak mulia, (b) kelompok mata pelajaran 

kewarganegaraan dan kepribadian, (c) kelompok mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi, (d) kelompok mata pelajaran estetika, (e) kelompok 
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mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.” (PP. 19/2005, tentang 

Standar Nasional Pendidikan, pasal 6). 

“Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada 

SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, 

SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan 

dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahun dan 

teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dann kesehatan.” (PP. 19/2005, pasal 

7/1). 

Sistem Pendidikan Agama Dalam Pendidikan Nasional 

(1) Pengertian pendidikan agama. 

Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan 

membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam 

mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 

melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.” 

(Pasal 1/1, PP. 55/2007, tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan). 

(2) Fungsi dan Tujuan Pendidikan Agama. 

1. Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berkhlak 

mulia, dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan 

intern dan antar umat beragama.” 

2. Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik 

dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang 

menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni.” (PP. 55/2007, pasal 2/1-2). 

(3) Sistem pembelajaran agama. 
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(a) ”Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: (a) 

mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan 

diajarkan oleh pendidik yang seagama…. “ (UU 20/2003, pasal 12/1). 

“Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik 

difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah 

sesuai kebutuhan satuan pendidikan…” (Penjelasan UU 20/2003 pasal 12 (1) a). 

Pendidikan agama dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan. (b) 

Pendidikan agama diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan 

peserta didik. (c) Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat 

menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan 

agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (d) pendidikan agama mewujudkan 

keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat diantara sesama pemeluk agama 

yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain. (e) Pendidikan agama 

membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, 

amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, 

tulus, dan bertanggung jawab. (f) Pendidikan agama menumbuhkan sikap kritis, 

inovatif, dan dinamis, sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki 

kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah 

raga. (g) Pendidikan Agama diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta 

menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses. (PP. 55/2007, pasal 5). 

Kewajiban Satuan Pendidikan: (a) Setiap satuan pendidikan pada semua 

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. 

(b) setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan 

agama, (c) satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat 
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menyelenggarakan pendidikan agama dapat bekerjasama dengan satuan 

pendidikan yang setingkat atau menyelenggarakan pendidikan agama di 

masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik. (d) 

Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta 

didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut 

oleh peserta didik. (e) Tempat melaksanakan ibadah agama dapat berupa 

ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat 

digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya. (f) satuan pendidikan yang 

berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun rumah ibadah 

agama lain selain yang sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikan yang 

bersangkutan. (PP. 55/2007, pasal 4). 

Pendidik Pendidikan Agama : (a) Pendidik pendidikan agama pada satuan 

pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah 

disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan 

masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan. (b) pendidik 

pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. (c) dalam 

hal satuan pendidikan tidak dapat menyediakannya, maka Pemerintah dan/atau 

Pemerintah Daerah wajib menyediakan sesuai dengan kebutuhan. (PP. 55/2007, 

pasal 6). 

Praktik Pendidikan Agama di sekolah. Walaupun ketentuan tentang 

sistem pendidikan agama sudah sangat jelas, dalam praktiknya penyelenggaraan 

pendidikan agama berbeda-beda. Perbedaan model/sistem pendidikan agama 

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (a) faktor teologis, (b) faktor 

kelembagaan, (c) faktor sosial/budaya, (d) strategis politis. 
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Secara umum, terdapat empat praktik / model penyelenggaraan 

pendidikan agama di sekolah, yakni :  

(1) Praktik/model sebagaimana ketentuan sistem pendidikan nasional. 

Peserta didik mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya dan diajarkan 

oleh guru yang seagama. Model ini diselenggarakan di sekolah negeri/swasta 

yang tidak memiliki misi agama tertentu dan sebagian swasta yang berciri khas 

agama tertentu.  

(2) Model pendidikan relijiusitas. Dalam model ini peserta didik 

mempelajari agama-agama secara bersama-sama di bawah bimbingan guru 

agama satuan pendidikan yang bersangkutan. Peserta didik yang menganut 

agama sesuai dengan satuan pendidikan mendapatkan pendalaman materi dari 

guru agama. Yang lainnya cukup mendiskusikan ajaran agama dan pengalaman 

beragama sesuai dengan keyakinannya. Model ini diselenggarakan di lembaga 

pendidikan Katolik di bawah Keuskupan Agung Semarang.  

(3) Praktik/Model pendidikan agama dimana peserta didik dari semua 

agama hanya menerima pendidikan agama sesuai dengan agama satuan 

pendidikan dan diajarkan oleh pendidikan agama satuan pendidikan. Biasanya 

model ini dilakukan dengan persetujuan orang tua peserta didik sebelum 

diterima di satuan pendidikan yang bersangkutan. Sebagian besar satuan 

pendidikan swasta berciri khas agama tertentu menyelenggarakan model ini. 

(4) Praktik/model pendidikan agama dimana peserta didik menerima 

pendidikan agama sebagaimana ketentuan pemerintah dengan pelajaran 

tambahan tentang ciri khusus keagamaan satuan pendidikan yang bersangkuta. 

Model ini antara lain dikembangkan di sekolah Nahdlatul Ulama (NU) atau 

Muhammadiyah dimana peserta didik mendapatkan pendidikan agama sesuai 
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ketentuan Pemerintah dan tambahan pendidikan Ke NU an atau 

Kemuhammadiyahan. 

Problem Pendidikan Agama di Sekolah. Problem pendidikan agama di 

sekolah terkait dengan empat pokok masalah, yaitu: 

(1) Problem teologis yang terkait dengan sistem pendidikan agama 

Konfesional yaitu pendidikan agama yang bertujuan untuk 

membentuk/menjadikan (learning to be) peserta didik sebagai pemeluk agama 

yang bertakwa. Dengan sistem ini, pendidikan agama dimaknai dan berfungsi 

sebagai media/alat “misi dakwah” agama, termasuk satuan pendidikan berciri 

khas agama tertentu. 

(2) Problem politis yang terkait dengan “pengakuan” agama oleh 

pemerintah. Secara resmi Pemerintah mengakui enam agama: Islam, Kristen, 

Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hucu. Problem dialami oleh pemeluk agama 

selain enam agama tersebut. Karena alasan praktis/pragmatis peserta didik 

dipersilakan memilih pendidikan agama yang diselenggarakan di satuan 

pendidikan atau mengikuti agama satuan pendidikan. Alasan pemilihan 

seringkali karena “kemudahan/kemurahan” nilai/skor. 

(3) Problem administratif-paedagogis dimana pendidikan agama tidak 

diajarkan oleh pendidik/guru agama. Sesuai dengan ketentuan, kewenangan 

mengajar pendidikan agama anya oleh pendidik/guru agama. Karena 

kekurangan guru, seringkali pendidikan agama diajarkan oleh tokoh 

agama/guru bidang studi lain yang dinilai menguasai agama. Problem “mis-

match” ini disebabkan oleh kurangnya guru agama dan sebaran guru agama. 

(4) Problem kurikuler dimana pendidikan agama tidak/kurang 

memberikan perspektif/pengenalan terhadap agama lain karena faktor muatan 

dan metode pendidikan. Problem ini ditengarai menjaci pemicu rendahnya sikap 
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toleransi internal dan antar umat beragama. Kekerasan keagamaan sebagiannya 

dipicu oleh sikap tertutup dan tidak toleran terhadap pemeluk keyakinan lain. 

Solusi Pendidikan Agama di Sekolah Alternatif solusi yang bisa 

dilaksanakan untuk pelayanan pendidikan agama anak di sekolah: 

(1) Solusi hukum dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

memastikan satuan pendidikan mematuhi perundang-undangan kependidikan 

yang berlaku (PP. 55/2007, pasal 7). Problem pendidikan agama sebagiannya 

disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan pembinaan oleh Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah. 

(2) Solusi Kurikuler dimana materi dan metode pendidikan agama dapat 

mengenalkan mengenai agama lain, bukan dalam bentuk perbandingan isi 

ajaran agama tetapi memahami secara sosiologis pemeluk agama lain. 

Pendidikan agama perlu memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk 

berinteraksi dengan pemeluk agama lain baik di dalam lingkungan sekolah 

maupun di masyarakat. 

(3) Solusi kultural dimana Pemerintah dan masyarakat secara bersama-

sama mendorong terjadinya dialog dan kemungkinan kerjasama umat beragama 

dalam masalah-masalah sosial, moral, dan kebangsaan. Peserta didik perlu 

mendapatkan pengalaman bekerjasama bagaimana menyelesaikan masalah 

sosial seperti tawuran, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, korupsi, 

pornografi, dll. 

Pendidikan agama disekolah sudah diatur sejak tahun UU No. 4 tahun 

1950, kemudian UU No. 12 tahun 1954 hingga saat UU No. 20 Tahun 2003, 

akan tetapi sering kali persoalan hak bergama bagi anak berbenturan dengan 

persoalan sarak. Dalam kerangka Perlindungan dan pemenuhan hak anak, 

semua pihak dituntut lebih arief dalam menyikapi problem tersebut jangan 
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sampai persoalan hak beragama bagi anak dibenturkan dengan persoalan sarak. 

KPAI berkepentingan agar semua anak mendapatkan hak agamanya. 

Seperti diungkap diatas walaupun pendidikan agama telah diatur dalam 

berbagai bentuk regulasi termasuk dalam UU No. 20 Tahun 2003 dan PP No. 55 

Tahun 2007, tapi dalam prakteknya masih sering terjadi pelanggaran. Problem 

yang belakangan mengemuka , ada satuan pendidikan agama tertentu,yang 

berani pasang bandan dan menolak untuk memeberikan ajaran agama bagi 

siswa yang tidak seagama dengan lembaga penyelenggara pendidikan berbasis 

agama tersebut. Perlu disadari bahwa problem agama dalam satuan pendidikan 

sejatinya merupakan isu lama, sejak sebelum UU Sisdiknas dan hampir 

menimpa semua agama termasuk pendidikan Katolik dan Kristen. 

Dalam konteks problem isu agama di satuan pendidikan, ada dua (2) 

katagori lembaga satuan pendidikan. Satuan pendidikan tertutup ( menerima 

siswa seagama) dan satuan pendidikan terbuka (meneriama siswa dari berbagai 

macam agama). Satuan Pendidikan terbuka, terikat oleh UU No. 20 tahun 2003 

dan PP No. 55 Tahun 2007 Pasal 7 , mereka wajib memberikan agama sesuai 

dengan agama siswanya, dengan argumentasi sekolah terbuka membuka 

layanan publik. 

Sekalipun Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) / MTs/MA, jika kemudian 

mendeklarasikan sebagai sekolah terbuka dan kemudian ada siswa non muslim 

(sesuai UU / Peraturan Pemerintah), maka dia wajib menyediakan dan 

memberikan hak beragama bagi siswa yang berbdeda agama tersebut. 

Sebagai contoh kasus salah satuan pendidikan di Blitar (Katolik), dimana 

70% siswanya muslim, akan tetapi mereka tidak mau menyediakan guru agama 

Islam. Jika merunut terhadap UU No. 20 Tahun 2003 dan PP No. 55 Tahun 

2007, hal tersebut jelas sebuah pelanggaran apapun argumentasinya. 
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Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah pertama, penyajian 

pelajaran agama masih formalistik-ritual. Oleh banyak ahli pelajaran agama di 

Indonesia meragukan efek positifnya. Pelajaran agama masih sering disajikan 

secara formalisti-ritual belaka, tanpa usaha membangun sikap-sikap 

keterbukaan dan tanggung-jawab etis. Lebih memprihantinkan lagi, adanya 

keluhan bahwa banyak guru agama yang memiliki paradigma eksklusif, 

berpikiran sempit dan tertutup. kedua, kekurangan atau tidak tersedianya 

tenaga pengajar agama. Di satu pihak pemerintah dengan regulasi-regulasi yang 

ada, ‘mewajibkan’ setiap siswa mengikuti pelajaran agama sesuai dengan 

agamanya. Namun kenyataan bahwa banyak siswa yang menerima pelajaran 

agama tidak sesuai dengan agamanya, disebabkan tidak tersedianya guru 

agama (ataupun guru agama yang kompeten). Tidak jarang guru mata pelajaran 

lain mengajar pelajaran agama. Tentunya ini baik juga, namun tidak ideal. 

Masih banyak juga guru agama yang tidak memiliki kapasitas dan kompetensi 

mengampuh mata pelajaran agama. 

Program-program pemerintah untuk penyediaan tenaga pengajar agama 

dan peningkatan kualitas pengajar agama (dengan program sertifikasi dan 

pelatihan-pelatihan) belum menjangkau seluruh guru. ketiga, fasilitas pelajaran 

agama yang kurang/tidak representatif. Kenyataan di lapangan pelajaran agama 

yang tidak ada sekolah-sekolah negeri, khususnya siswa yang jumlahnya lebih 

sedikit sering tidak mendapatkan tempat/ruang dan jadual yang representatif 

untuk pelajaran agama. 

B. Ruang Lingkup Materi Muatan  

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Keagamaan dilihat dari sudut pandang 

muatan peraturan daerahnya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
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sebagaimana digambarkan di bawah ini : 

Sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 disebutkan 

bahwa : 

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan 

otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus 

daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan 

yang lebih tinggi.” 

Peraturan Daerah tersebut harus pula sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang 

No. 12 Tahun 2011 yang menentukan bahwa “Materi Peraturan Daerah harus 

memprihatinkan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, antara 

lain asas keseimbangan, keserasian dan keselaran”. Hal yang terpenting adalah 

Materi Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan 

atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. bahwa bertentangan  

dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang berakibat terganggunya 

kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum dan 

terganggunya ketentraman atau ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat 

diskriminatif. 

Bagian ini membahas tentang ketentuan dan pengertian yang bersifat 

umum dan subtansi peraturan daerah ini. 

Ketentuan Umum. 

Bagian ini membahas tentang ketentuan dan pengertian yang bersifat 

umum dan subtansi peraturan daerah ini antara lain : 

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara 
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Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

2. Daerah adalah Kabupaten Brebes. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala  daerah  sebagai  unsur penyelenggara  

Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin pelaksanaan  urusan  

pemerintahan  yang  menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati  adalah Bupati Brebes.  

5. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan

 dan  membentuk  sikap,  kepribadian,  dan keterampilan peserta didik 

dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-

kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan. 

6. Pendidikan    keagamaan    adalah    pendidikan    yang mempersiapkan 

peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut 

penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli 

ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. 

7. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang

 diselenggarakan   pada   semua   jalur  dan  jenjang pendidikan. 

8. Pesantren   atau   pondok   pesantren   adalah   lembaga pendidikan 

keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan 

pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya. 

9. Pasraman  adalah  satuan  pendidikan  keagamaan  Hindu pada jalur 

pendidikan formal dan nonformal. 

10. Pesantian  adalah  satuan  pendidikan  keagamaan  Hindu pada jalur  

pendidikan  nonformal  yang  mengacu  pada sastra agama dan/atau 

kitab suci Weda. 
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11. Pabbajja samanera adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha pada 

jalur pendidikan nonformal. 

12. Shuyuan     adalah     satuan     pendidikan     keagamaan Khonghucu 

yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang 

mengacu pada Si Shu Wu Jing. 

13. Tempat pendidikan agama adalah ruangan yang digunakan untuk 

melaksanakan pendidikan agama. 

14. Rumah ibadah adalah bangunan yang secara khusus dibangun untuk  

keperluan tempat beribadah warga satuan pendidikan yang     

bersangkutan     dan/atau masyarakat umum. 

Materi Pokok. 

Materi pokok dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Terlampir dalam Naskah Akademik ini dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini antara lain : 

Bab II Pendidikan Agama  

Pendidikan    agama    berfungsi    membentuk    manusia Indonesia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak 

mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan 

antarumat beragama. Pendidikan   agama   bertujuan   untuk   berkembangnya 

kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan 

nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni. Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan   wajib   menyelenggarakan   pendidikan agama.  

Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan 

kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran 

atau mata kuliah agama. Setiap  peserta  didik  pada  satuan  pendidikan  di  
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semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan  agama  

sesuai  agama  yang  dianutnya  dan diajar oleh pendidik yang seagama. Setiap    

satuan    pendidikan    menyediakan    tempat menyelenggarakan pendidikan 

agama. Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat 

menyelenggarakan pendidikan     agama     dapat bekerja sama dengan satuan 

pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama di     

masyarakat     untuk     menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik. 

Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta 

didik untuk melaksanakan ibadah  berdasarkan ketentuan  agama  yang dianut 

oleh peserta didik. Tempat  melaksanakan  ibadah  agama  dapat berupa 

ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat 

digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya. Satuan pendidikan yang 

berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun  rumah  ibadah  

agama  lain selain yang   sesuai   dengan   ciri   khas  agama  satuan pendidikan 

yang bersangkutan. 

Kurikulum    pendidikan    agama    dilaksanakan    sesuai Standar 

Nasional Pendidikan. Pendidikan   agama   diajarkan   sesuai   dengan   tahap 

perkembangan kejiwaan peserta didik. Pendidikan  agama  mendorong  peserta  

didik  untuk  taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari- hari 

dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan 

pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan      

agama      mewujudkan      keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat diantara 

sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain. 

Pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan 

berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras,    mandiri,    percaya    diri,    

kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab. Pendidikan  agama  
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menumbuhkan  sikap  kritis,  inovatif, dan dinamis, sehingga menjadi 

pendorong peserta didik untuk memiliki    kompetensi    dalam    bidang    ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga. Pendidikan   agama   

diselenggarakan   secara   interaktif, inspiratif, menyenangkan,     menantang,     

mendorong kreativitas  dan    kemandirian,    serta    menumbuhkan 

motivasi untuk hidup sukses. Satuan pendidikan dapat menambah muatan 

pendidikan agama sesuai kebutuhan. Muatan  dapat berupa tambahan materi, 

jam pelajaran, dan kedalaman materi.  

Satuan  pendidikan  yang  menyelenggarakan  pendidikan agama tidak 

sesuai   dengan ketentuan   dikenakan sanksi administratif berupa  peringatan 

sampai dengan penutupan setelah diadakan pembinaan/ pembimbingan oleh 

pemerintah daerah. Sanksi administratif untuk satuan  pendidikan  dasar  dan  

menengah  dilakukan oleh bupati setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala 

Kantor Departemen Agama Kabupaten. Sanksi administratif satuan  pendidikan  

dasar  dan  menengah  yang dikembangkan oleh pemerintah    daerah    menjadi 

bertaraf internasional dilakukan oleh kepala pemerintahan daerah yang    

mengembangkannya setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor 

Departemen Agama Kabupaten. Pendidikan  keagamaan  meliputi  pendidikan  

keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Pendidikan  

keagamaan  diselenggarakan  pada  jalur pendidikan formal, nonformal, dan 

informal. Pendidikan   keagamaan   menyelenggarakan   pendidikan ilmu-ilmu 

yang bersumber dari ajaran agama. Penyelenggaraan pendidikan ilmu yang 

bersumber dari ajaran agama yang memadukan ilmu agama dan ilmu 

umum/keterampilan terutama bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik 

pindah pada jenjang yang sama atau melanjutkan ke pendidikan umum   atau   

yang   lainnya   pada   jenjang berikutnya.  
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Bab III Peserta Didik  

Peserta   didik   pada   pendidikan   keagamaan   jenjang pendidikan 

dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di 

Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah 

Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan 

(MAK), atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan. Hasil 

pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal dapat dihargai sederajat 

dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah  lulus  

ujian  yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang 

ditunjuk  oleh  pemerintah daerah. Peserta  didik  pendidikan keagamaan 

formal, nonformal, dan informal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan 

formal umum/kejuruan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada   

pendidikan   keagamaan   atau   jenis pendidikan yang lainnya.  

Pendidikan  keagamaan  dapat  berbentuk  satuan  atau program 

pendidikan. Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh pemerintah daerah 

dan/atau masyarakat. Pendidikan   keagamaan   jalur   nonformal   yang   tidak 

berbentuk satuan pendidikan yang memiliki peserta didik 15 (lima belas) orang 

atau lebih merupakan program pendidikan yang wajib mendaftarkan diri kepada 

Kantor Departemen Agama Kabupaten.  

Bab IV Pendidikan Agama islam  

Pendidikan   keagamaan   Islam   berbentuk   pendidikan diniyah dan 

pesantren. Pendidikan diniyah diselenggarakan pada   jalur   formal,   

nonformal,   dan informal. Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau 

berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, 

dan informal.  
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- Pendidikan Diniyah Formal 

Pendidikan   diniyah   formal   menyelenggarakan   pendidikan ilmu-ilmu 

yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia 

dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.  

Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat 

MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan  diniyah  menengah  

pertama  sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. Pendidikan 

diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan  diniyah  menengah  atas  

sederajat  MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. Penamaan satuan 

pendidikan diniyah dasar dan menengah merupakan   hak  penyelenggara   

pendidikan   yang bersangkutan.  

Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan    

pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu 

pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. Kurikulum  

pendidikan diniyah menengah  formal  wajib memasukkan muatan    pendidikan 

kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta 

seni dan budaya. 

- Pendidikan Diniyah Nonformal 

Pendidikan  diniyah  nonformal  diselenggarakan  dalam bentuk 

pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur’an, Diniyah  Takmiliyah,   

atau   bentuk  lain   yang sejenis. Pendidikan  diniyah  nonformal  dapat 

berbentuk satuan pendidikan. Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang 

menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen 

Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan    

pendirian satuan pendidikan.  

Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam 
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dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam. Penyelenggaraan   pengajian   kitab   

dapat   dilaksanakan secara berjenjang atau tidak  berjenjang. Pengajian kitab 

dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, mushalla,  atau  tempat  lain  yang  

memenuhi syarat.  

Diniyah takmiliyah bertujuan  untuk melengkapi pendidikan agama 

Islam yang diperoleh di  SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di 

pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan  keimanan  dan  ketakwaan peserta 

didik kepada Allah SWT. Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat 

dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. Penamaan atas diniyah 

takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara. Penyelenggaraan diniyah 

takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu  dengan  SD/MI,  SMP/MTs,  

SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi.  

Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan  

keimanan  dan  ketakwaan  kepada  Allah SWT, akhlak   mulia,  serta   tradisi  

pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan 

peserta didik untuk menjadi ahli  ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau 

menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun 

kehidupan yang Islami  di masyarakat. Pesantren menyelenggarakan  

pendidikan  diniyah  atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada 

jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau 

pendidikan tinggi. Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui 

keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal 

dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan   agama   di   semua   

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji 

kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.  

Bab V Pendidikan Keagamaan Kristen  
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Pendidikan keagamaan Kristen diselenggarakan pada jalur pendidikan 

formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan Kristen jalur 

pendidikan formal diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi. Penamaan satuan pendidikan keagamaan 

Kristen jalur pendidikan formal  jenjang  pendidikan menengah dan tinggi 

merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan. 

Pendidikan keagamaan Kristen jenjang pendidikan dasar adalah Sekolah 

Dasar Teologi Kristen (SDTK) dan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen 

(SMPTK). Pendidikan    keagamaan    Kristen    jenjang    pendidikan menengah 

adalah  Sekolah  Menengah  Agama  Kristen (SMAK)  dan  Sekolah  Menengah  

Teologi  Kristen  (SMTK) atau yang sederajat, yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. 

Untuk   dapat   diterima   sebagai   peserta   didik   pada pendidikan menengah   

keagamaan   Kristen   seseorang harus berijazah SMP atau yang sederajat. 

Pengelolaan   SMAK   dan   SMTK   diselenggarakan   oleh Pemerintah, gereja 

dan/atau lembaga keagamaan Kristen. Kurikulum  SMAK  dan  SMTK  memuat  

bahan  kajian tentang agama/teologi Kristen dan kajian lainnya pada jenjang 

menengah. Isi  dan  materi  kurikulum  yang  menyangkut  iman  dan moral 

merupakan kewenangan  gereja  dan/atau kelembagaan Kristen. 

Pendidikan  tinggi  keagamaan  Kristen  diselenggarakan oleh gereja dan 

atau lembaga keagamaan Kristen. Pendidikan    keagamaan    jenjang    

pendidikan    tinggi diselenggarakan dalam  bentuk  Sekolah  Tinggi  Agama 

Kristen (STAK) dan Sekolah Tinggi Teologi (STT) atau bentuk lain yang sejenis. 

STAK,   STT   atau   bentuk   lain   yang   sejenis   dapat diselenggarakan oleh   

Pemerintah,   pemerintah   daerah dan/atau masyarakat. Penamaan   satuan   

jenjang   pendidikan   tinggi   yang diselenggarakan oleh gereja dan/atau 

lembaga keagamaan Kristen merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan 
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yang bersangkutan. Isi/materi   kurikulum   menyangkut   iman   dan   moral 

pendidikan keagamaan Kristen/Teologi jenjang pendidikan tinggi merupakan    

kewenangan  gereja dan/atau lembaga keagamaan Kristen.  

Bab VI Pendidikan Keagamaan Katholik 

Pendidikan keagamaan Katolik diselenggarakan pada jalur pendidikan 

formal, nonformal, dan informal. Pendidikan  keagamaan  Katolik  pada  jalur  

pendidikan formal diselenggarakan    pada    jenjang    pendidikan menengah 

dan tinggi. Pendidikan keagamaan Katolik pada jalur formal dibina oleh Menteri 

Agama. Penamaan satuan pendidikan keagamaan Katolik jalur pendidikan 

formal pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi merupakan hak 

penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan. Pendidikan    keagamaan    

Katolik    tingkat    menengah merupakan  Sekolah  Menengah  Agama  Katolik  

(SMAK) atau yang sederajat yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.  

Kurikulum pendidikan keagamaan Katolik memuat bahan kajian tentang 

agama Katolik dan kajian lainnya pada jenjang menengah. Isi  dan  materi  

kurikulum  yang  menyangkut  iman  dan moral merupakan  wewenang  gereja  

Katolik  dan/atau Uskup. Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Katolik 

tingkat menengah dilakukan oleh gereja Katolik/keuskupan.  

Pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi 

diselenggarakan oleh gereja Katolik/keuskupan. Pendidikan keagamaan Katolik 

jenjang pendidikan tinggi merupakan satuan pendidikan tinggi keagamaan yang 

mendapat ijin dari Menteri Agama. Pendidikan keagamaan Katolik jenjang 

pendidikan tinggi diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Tinggi 

Pastoral/Kateketik/Teologi atau bentuk lain yang sejenis dan sederajat. 

Penamaan satuan pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi 

merupakan hak penyelenggara yang bersangkutan. Isi  dan/atau  materi  
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kurikulum  yang  menyangkut  iman dan moral  pendidikan keagamaan    

Katolik    jenjang pendidikan tinggi merupakan kewenangan gereja Katolik. 

Bab VII Pendidikan Keagamaan Hindu  

Pendidikan keagamaan Hindu merupakan pendidikan berbasis 

masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk Pasraman, Pesantian, dan 

bentuk lain yang sejenis. Pengelolaan   satuan   pendidikan   keagamaan   Hindu 

dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat 

Pendidikan Pasraman diselenggarakan pada jalur formal, dan nonformal. 

Pendidikan Pasraman diselenggarakan pada jalur formal setingkat TK disebut 

Pratama Widya Pasraman, yaitu tingkat Pratama Widya Pasraman A (TK A) dan 

tingkat Pratama Widya Pasraman B (TK B). Pendidikan   pasraman   pada   jalur   

formal   jenjang pendidikandasar   setingkat   SD   disebut   Adi   Widya 

Pasraman terdiri atas 6 (enam) tingkat. Pendidikan   Pasraman   pada   jalur   

formal   jenjang pendidikan dasar setingkat SMP disebut Madyama Widya 

Pasraman terdiri atas 3 (tiga) tingkat. Pendidikan   Pasraman   pada   jalur   

formal   jenjang pendidikan menengah setingkat SMA disebut Utama Widya 

Pasraman terdiri atas 3 (tiga) tingkat.  

Untuk dapat diterima sebagai peserta didik (Brahmacari) Adi Widya 

Pasraman, seseorang harus berijazah Pratama Widya Pasraman atau yang 

sederajat. Untuk dapat diterima sebagai peserta didik (Brahmacari) Madyama 

Widya Pasraman, seseorang harus berijazah Adi Widya Pasraman atau yang 

sederajat. Untuk dapat diterima sebagai peserta didik (Brahmacari) UtamaWidya   

Pasraman,   seseorang   harus   berijazah Madyama Widya Pasraman atau yang 

sederajat. Pendidikan  Adi  Widya  Pasraman  terdiri  atas  6  (enam) tingkat  

selama  6  (enam)  tahun,  pendidikan  Madyama Widya Pasraman terdiri atas 3 

(tiga) tingkat selama 3 (tiga) tahun, dan pendidikan Utama Widya Pasraman 
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terdiri atas 3 (tiga) tingkat selama 3 (tiga) tahun. Peserta didik (Brahmacari) pada 

pendidikan Pasraman berkewajiban melaksanakan warna asrama dharma. 

Acarya  atau  pendidik  membimbing,  menuntun,  dan membekali peserta  didik 

(Brahmacari) dengan pengetahuan agama lainnya sesuai dengan kurikulum.  

Maha Widya Pasraman atau pendidikan keagamaan tinggi Hindu, 

diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat. Penamaan satuan 

jenjang Maha Widya Pasraman yang diselenggarakan  oleh masyarakat 

merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.  

Pendidikan keagamaan Hindu nonformal dilaksanakan dalam bentuk 

Pesantian, sad dharma yaitu dharmatulla, dharma sadhana, dharma wacana, 

dharma yatra, dharma gita, dharma santi atau dalam bentuk lain yang sejenis. 

Pendidikan  keagamaan  Hindu  nonformal  merupakan kegiatan 

pendidikan keagamaan Hindu secara berjenjang atau tidak   berjenjang   

bertujuan   untuk   melengkapi pendidikan agama   di   sekolah   formal   

dalam rangka meningkatkan sraddha dan bhakti peserta didik. 

Penyelenggaraan pendidikan keagamaan Hindu nonformal sebagai kegiatan 

pendidikan keagamaan Hindu berbasis masyarakat, diselenggarakan  oleh  

lembaga  sosial  dan tradisional keagamaan Hindu, dilaksanakan di lingkungan 

tempat ibadah,  balai  adat,  dan  tempat  lainnya  yang memenuhi syarat. 

Bab VIII Pendidikan Keagamaan Budha 

Pendidikan keagamaan Buddha diselenggarakan oleh masyarakat pada   

jalur   pendidikan   nonformal   dalam bentuk program   Sekolah   Minggu   

Buddha,   Pabbajja Samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Pengelolaan  satuan  

pendidikan  keagamaan  Buddha dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah 

daerah, dan/atau masyarakat.  

Pabbajja Samanera merupakan pendidikan nonformal yang 
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diselenggarakan oleh  Sangha  atau  Majelis  Keagamaan Buddha bertempat di 

Vihara/Cetiya yang diperuntukkan khusus bagi samanera, samaneri, silacarini, 

buddhasiswa, dalam rangka   peningkatan   kualitas   keimanan   dan 

ketakwaan. Pabbajja Samanera bertujuan untuk menanamkan disiplin 

pertapaan sesuai  dengan  ajaran  Sang  Buddha  dalam meningkatkan kualitas 

keimanan umat Buddha. Pabbajja Samanera dilaksanakan sekurang-kurangnya 

2 (dua) minggu. Peserta didik Pabbajja Samanera meliputi anak-anak, remaja, 

dan dewasa. Kurikulum Pabbajja Samanera meliputi riwayat hidup Buddha 

Gotama, etika samanera, pokok-pokok dasar agama Buddha,          

paritta/mantra, meditasi, kedharmadutaan, dan materi penting terkait lainnya. 

Pendidik  pada  Pabbajja  Samanera  mencakup  para Bhikkhu/Bhiksu, 

Bhikkhuni/Bhiksuni, Pandita, Pendidik Agama, atau yang berkompetensi. 

Sekolah Minggu Buddha merupakan kegiatan belajar mengajar 

nonformal yang dilaksanakan di Vihara atau Cetya setiap hari Minggu secara 

rutin. Sekolah Minggu Buddha bertujuan untuk menanamkan saddha/sraddha 

dan bhakti peserta didik dalam rangka meningkatkan keimanan umat      

Buddha secara berkesinambungan. Sekolah   Minggu   Buddha   

diselenggarakan   secara berjenjang atau tidak berjenjang. Sekolah   Minggu   

Buddha   merupakan   pelengkap   atau bagian dari pendidikan agama pada 

satuan pendidikan formal. Kurikulum Sekolah Minggu Buddha memuat bahan 

kajian Paritta/Mantram, Dharmagita,  Dhammapada,  Meditasi, Jataka, 

Riwayat Hidup Buddha Gotama, dan Pokok-pokok Dasar Agama Buddha. 

Tenaga Pendidik pada Sekolah Minggu Buddhis mencakup Bhikkhu/Bhiksu, 

Bhikkhuni/Bhiksuni, Samanera/Sramanera, Samaneri/Sramaneri, Pandita, 

Pendidik Agama, atau yang berkompetensi.  

Bab IX Pendidikan Keagamaan Khonghucu 
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Pendidikan keagamaan Khonghucu diselenggarakan oleh masyarakat 

pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan  keagamaan  

Khonghucu  berbentuk  program Sekolah Minggu,   Diskusi   Pendalaman   Kitab   

Suci, Pendidikan  Guru  dan  Rohaniwan  Agama  Khonghucu, atau bentuk lain 

yang sejenis. Pengelolaan  satuan  pendidikan  keagamaan  Khonghucu 

dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 

Sekolah  Minggu  Khonghucu  dan  Diskusi  Pendalaman Kitab Suci    

merupakan    kegiatan    belajar-mengajar nonformal  yang  dilaksanakan di 

Xuetang, Litang, Miao dan Klenteng, yang  dilaksanakan  setiap  minggu  dan 

tanggal 1 serta 15 penanggalan lunar. Sekolah  Minggu  Khonghucu  dan  

Diskusi  Pendalaman Kitab Suci bertujuan untuk menanamkan keimanan dan 

budi pekerti peserta didik. Kurikulum Sekolah Minggu Khonghucu memuat 

bahan kajian Daxue, Zhongyong, Lunyu, Mengzi Yijing, Shujing, Liji, Shijing, 

Chun Qiu Jing, Xiaojing, Sejarah Suci Agama Khonghucu, serta Tata 

Agama/Peribadahan Khonghucu. Tenaga Pendidik pada pendidikan keagamaan 

Khonghucu mencakup  Jiaosheng,  Wenshi,  Xueshi,  Zhanglao  atau yang 

mempunyai kompetensi. Pendidikan Guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu 

adalah pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan di Shuyuan atau 

lembaga pendidikan lainnya dan oleh yayasan yang bergerak dalam pendidikan 

atau perkumpulan umat Khonghucu.  

Bab X Pengawasan dan Pembinaan  

Pemerintah  Daerah  melaksanakan  pengawasan  dan pembinaan atas 

penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang 

diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang ada di Daerah. 

Pengawasan   dan   pembinaan   Pemerintah   Daerah, dilaksanakan oleh 

Dinas bekerja sama dengan Kantor Departemen  Agama  Kabupaten Brebes,  
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orang  tua  Peserta Didik  dan masyarakat 

Bab XI Ketentuan Penutup.  

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 

mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Bupati. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar 

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Pembangunan pendidikan merupakan proses pembanguan masyarakat 

ekonomi.  yang dapat dicapai dalam pembangunan pendidikan akan 

meningkatkan kemampuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam proses 

produksi dan distribusi sehingga akan memberikan sumbangan pada 

peningkatan kesejahteraan penduduk. 
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Pendidikan merupakan bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh 

pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama. 

Pembentukan kepribadian yang utama tentunya tidak terlepas dari peran 

pendidikan agama. Oleh karena itu pendidikan agama menempati posisi yang 

penting dalam lingkup sistem pendidikan nasional. 

Dalam undang-undang sistem pendidikan nasional tahun 2003 disebutkan 

bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Tentunya dari tujuan pendidikan nasional tersebut kita dapat simpulkan 

bahwa pendidikan nasional berkehendak mencipta manusia yang relegius dan 

nasionalis. Relegius berkorelasi dengan penciptaan kepribadian mulia atau 

ahlak mulia, sedang nasionalis lebih kepada rasa tanggung jawab sebagai putra 

bangsa. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan nasional 

sejalan dengan pendidikan Agama bahkan merupakan bagian integral dari 

sistem pendidikan nasional, oleh karena itu maka: 

1. Semua pihak harus menghormati dan melaksanakan kesepakatan 

bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, bahwa 

pendidikan agama menjadi tanggung jawab Menteri Agama. 

2. Semua satuan pendidikan hendaknya tunduk terhadap UU No. 20 

Tahun 2003 dan PP No. 55 tahun 2007. 

3. Pola pembelajaran pendidikan agama perlu dikembangkan secara 

sistematis dan terukur agar anak tidak hanya mengetahui dan 
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memahami ajaran agama tetapi juga melekat dalam kepribadian setiap 

manusia. 

4. Perlu memperkuat sinergisitas antara Kementerian Agama dan 

Kementerian pendidikan dan Kebudayaan dalam hal pengembangan 

pendidikan agama. 

5. Dalam rangka pemenuhan hak anak, Kementerian Agama dan 

Kementerian Pendidikan harus bertindak tegas kepada satuan 

pendidikan yang jelas melangar UU N0. 20 Tahun 2003 dan PP No. 55 

Tahun 2007. 

Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka Pemerintah Kabupaten 

Brebes sudah selayaknya memiliki Regulasi menyangkut penataan sistem 

penyelenggaraan pendidikan Agama dan Keagamaan, yang nantinya akan 

berguna dan bermanfaat bagi masyarakat serta bagi para penyelenggara 

pendidikan di Kabupaten Brebes. 

 

 

B. Saran 

Sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD, perlu dilakukan kegiatan 

Public Hearing sebagai pelaksanaan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai 

sarana pelibatan komponen masyarakat dalam penyusunan peraturan 

perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah. 
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Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

 

 

 

RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES 

NOMOR.......TAHUN 2018 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BREBES, 

 

Menimbang : a. bahwa tujuan pendidikan nasional dalam sisdiknas adalah 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggungjawab 
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b. bahwa pendidikan Agama dan Keagamaan relevan dan 
merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional 
untuk mengembangkan potensi fitrah dan sumber daya 

manusia menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berakhlak 
mulia, dan memiliki kemampuan untuk memikul tanggung 
jawab sebagai individu dan anggota masyarakat. 

c. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan Agama dan 
Keagamaan diperlukan pedoman bagi para satuan 
pendidikan penyelenggara pendidikan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan 
Perturan Daerah tentang Kewenangan Desa. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 
1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 jo Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pencegahan 
Penyalahgunaan dan/atau  Penodaan  Agama  

(Lembaran  Negara  Republik Indonesia   Tahun   1965   

Nomor   3,   Tambahan   Negara Republik Indonesia 
Nomor 2727); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3886); 

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 
Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 
tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4430); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4586); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran   Negara  Republik  
Indonesia  Tahun  2014 Nomor  244,  Tambahan  
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  5587)  

sebagaimana  telah  berapa  kali  diubah   terakhir 
dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  
tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  
Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  
(Lembaran   Negara Republik  Indonesia  Tahun  2015  
Nomor  58,   Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4769); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 

Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4863); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang  
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang  
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4941); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  

15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 
2008 Nomor 14A) 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor       Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Brebes. 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES 

dan 

BUPATI BREBES 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN.  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

2. Daerah adalah Kabupaten Brebes. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala  daerah  sebagai  unsur penyelenggara  

Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin pelaksanaan  urusan  

pemerintahan  yang  menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati  adalah Bupati Brebes.  

5. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan

 dan  membentuk  sikap,  kepribadian,  dan keterampilan peserta didik 

dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-

kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan. 

6. Pendidikan    keagamaan    adalah    pendidikan    yang mempersiapkan 

peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut 

penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu 

agama dan mengamalkan ajaran agamanya. 

7. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang

 diselenggarakan   pada   semua   jalur  dan  jenjang pendidikan. 
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8. Pesantren   atau   pondok   pesantren   adalah   lembaga pendidikan 

keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan 

diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya. 

9. Pasraman  adalah  satuan  pendidikan  keagamaan  Hindu pada jalur 

pendidikan formal dan nonformal. 

10. Pesantian  adalah  satuan  pendidikan  keagamaan  Hindu pada jalur  

pendidikan  nonformal  yang  mengacu  pada sastra agama dan/atau kitab 

suci Weda. 

11. Pabbajja samanera adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha pada 

jalur pendidikan nonformal. 

12. Shuyuan     adalah     satuan     pendidikan     keagamaan Khonghucu 

yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang 

mengacu pada Si Shu Wu Jing. 

13. Tempat pendidikan agama adalah ruangan yang digunakan untuk 

melaksanakan pendidikan agama. 

14. Rumah ibadah adalah bangunan yang secara khusus dibangun untuk  

keperluan tempat beribadah warga satuan pendidikan yang     

bersangkutan  dan/atau masyarakat umum. 

BAB II 

PENDIDIKAN AGAMA 

Pasal 2 

1) Pendidikan    agama    berfungsi    membentuk    manusia Indonesia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia 

dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan 

antarumat beragama. 

2) Pendidikan   agama   bertujuan   untuk   berkembangnya kemampuan 

peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai 

agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni. 

Pasal 3 

Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan   

wajib   menyelenggarakan   pendidikan agama. 

Pasal 4 

(1) Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan 

kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata 

pelajaran atau mata kuliah agama. 
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(2) Setiap  peserta  didik  pada  satuan  pendidikan  di  semua jalur, jenjang, 

dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan  agama  sesuai  agama  

yang  dianutnya  dan diajar oleh pendidik yang seagama. 

(3) Setiap    satuan    pendidikan    menyediakan    tempat menyelenggarakan 

pendidikan agama. 

(4) Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat 

menyelenggarakan pendidikan   agama     sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau 

penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk     

menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik. 

(5) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada 

peserta didik untuk melaksanakan ibadah  berdasarkan ketentuan  agama  

yang dianut oleh peserta didik. 

(6) Tempat  melaksanakan  ibadah  agama  sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) dapat berupa ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan 

pendidikan yang dapat digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya. 

(7) Satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban 

membangun  rumah  ibadah  agama  lain selain yang   sesuai   dengan   

ciri   khas  agama  satuan pendidikan yang bersangkutan. 

 

Pasal 5 

 

(1) Kurikulum    pendidikan   agama    dilaksanakan    sesuai Standar Nasional 

Pendidikan. 

(2) Pendidikan   agama   diajarkan   sesuai   dengan   tahap perkembangan 

kejiwaan peserta didik. 

(3) Pendidikan  agama  mendorong  peserta  didik  untuk  taat menjalankan 

ajaran agamanya dalam kehidupan sehari- hari dan menjadikan agama 

sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

(4) Pendidikan  agama  mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa 

hormat diantara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk 

agama lain. 

(5) Pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap 

dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras,   mandiri,    percaya    

diri,    kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab. 

(6) Pendidikan  agama  menumbuhkan  sikap  kritis,  inovatif, dan dinamis, 

sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki    kompetensi    

dalam    bidang    ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga. 

(7) Pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan,   menantang,   mendorong kreativitas  dan kemandirian,    

serta    menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses. 

(8) Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai 

kebutuhan. 
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(9) Muatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (8)  dapat berupa 

tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman materi. 

 

Pasal 6 

Satuan  pendidikan  yang  menyelenggarakan  pendidikan agama tidak sesuai   

dengan   ketentuan   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 

ayat (2) sampai dengan ayat (7), dan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi 

administratif berupa     peringatan     sampai     dengan penutupan setelah 

diadakan pembinaan/pembimbingan oleh pemerintah daerah. 

Pasal 7 

(1) Sanksi administratif untuk satuan  pendidikan  dasar  dan  menengah  

dilakukan oleh bupati setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala 

Kantor Departemen Agama Kabupaten. 

(2) Sanksi administratif satuan  pendidikan  dasar  dan  menengah  yang 

dikembangkan oleh   pemerintah    daerah    menjadi bertaraf internasional     

dilakukan oleh kepala pemerintahan daerah yang    mengembangkannya 

setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Departemen Agama 

Kabupaten.  

 

Pasal 8 

(1) Pendidikan  keagamaan  meliputi  pendidikan  keagamaan Islam, Kristen, 

Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. 

(2) Pendidikan  keagamaan  diselenggarakan pada  jalur pendidikan formal, 

nonformal, dan informal. 

Pasal 9 

(1) Pendidikan   keagamaan   menyelenggarakan  pendidikan ilmu-ilmu yang 

bersumber dari ajaran agama. 

(2) Penyelenggaraan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memadukan ilmu agama dan 

ilmu umum/keterampilan terutama bertujuan untuk mempersiapkan 

peserta didik pindah pada jenjang yang sama atau melanjutkan ke 

pendidikan umum   atau   yang   lainnya   pada   jenjang berikutnya. 

 

BAB III 

PESERTA DIDIK 

 

Pasal 10 

(1) Peserta   didik   pada   pendidikan   keagamaan   jenjang pendidikan 

dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang 

setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas 

(SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 

Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat setelah 

memenuhi persyaratan. 
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(2) Hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal dapat dihargai 

sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/ umum/kejuruan

 setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan 

pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk  oleh  pemerintah daerah. 

(3) Peserta  didik  pendidikan keagamaan formal, nonformal, dan informal 

yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan 

dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada  pendidikan   keagamaan   

atau   jenis pendidikan yang lainnya.  

Pasal 11 

(1) Pendidikan  keagamaan  dapat  berbentuk  satuan  atau program 

pendidikan. 

(2) Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh pemerintah daerah dan/atau 

masyarakat. 

(3) Pendidikan   keagamaan   jalur   nonformal   yang   tidak berbentuk 

satuan pendidikan yang memiliki peserta didik 15 (lima belas) orang atau 

lebih merupakan program pendidikan yang wajib mendaftarkan diri kepada 

Kantor Departemen Agama Kabupaten. 

 

BAB IV 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

Pasal 12 

(1) Pendidikan   keagamaan   Islam   berbentuk   pendidikan diniyah dan 

pesantren. 

(2) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselenggarakanpada   jalur   formal,   nonformal,   dan informal. 

(3) Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan 

dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal. 

 

Bagian ke satu 

Pendidikan Diniyah Formal 

Pasal 13 

Pendidikan   diniyah   formal   menyelenggarakan   pendidikan ilmu-ilmu yang 

bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi 

 

Pasal 14 

(1) Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat 

MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah  

pertama  sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. 

(2) Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan  diniyah  

menengah  atas  sederajat  MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. 
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(3) Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan   hak  penyelenggara   

pendidikan   yang bersangkutan. 

Pasal 15 

(1) Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan    

pendidikan    kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu 

pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. 

(2) Kurikulum  pendidikan  diniyah  menengah  formal  wajib memasukkan 

muatan    pendidikan    kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, 

ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya. 

Bagian kedua 

Pendidikan Diniyah Nonformal 

Pasal 17 

(1) Pendidikan  diniyah  nonformal  diselenggarakan  dalam bentuk 

pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur’an, Diniyah  Takmiliyah,   

atau   bentuk  lain   yang sejenis. 

(2) Pendidikan  diniyah  nonformal  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) 

dapat berbentuk satuan pendidikan. 

(3) Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan 

pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama 

Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan    

pendirian   satuan pendidikan. 

 

 

Pasal 18 

(1) Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam 

dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam. 

(2) Penyelenggaraan   pengajian   kitab dapat  dilaksanakan secara berjenjang 

atau tidak  berjenjang. 

(3) Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, mushalla,  

atau  tempat  lain  yang  memenuhi syarat. 

 

Pasal 19 

(1) Diniyah takmiliyah bertujuan  untuk melengkapi pendidikan agama Islam 

yang diperoleh di  SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di 

pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan  keimanan  dan  ketakwaan 

peserta didik kepada Allah SWT. 

(2) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara 

berjenjang atau tidak berjenjang. 

(3) Penamaan atas diniyah takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara. 
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(4) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu  

dengan  SD/MI,  SMP/MTs,  SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi. 

 

Pasal 20 

(1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan  

keimanan  dan  ketakwaan  kepada  Allah SWT, akhlak   mulia,  serta   

tradisi pesantren  untuk mengembangkan kemampuan,     pengetahuan,     

dan keterampilan peserta didik  untuk  menjadi  ahli  ilmu agama 

Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim yang memiliki 

keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami  di 

masyarakat. 

(2) Pesantren  menyelenggarakan  pendidikan  diniyah  atau secara terpadu 

dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, 

pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi. 

(3) Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di 

bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat 

menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan   agama   di   semua   

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh 

uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

 

 

 

 

BAB V 

PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN 

 

Pasal 21 

(1) Pendidikan keagamaan Kristen diselenggarakan pada jalur pendidikan 

formal, nonformal, dan informal 

(2) Pendidikan keagamaan Kristen jalur pendidikan formal diselenggarakan 

pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi 

Pasal 22 

Penamaan satuan pendidikan keagamaan Kristen jalur pendidikan formal  

jenjang  pendidikan menengah dan tinggi merupakan hak penyelenggara 

satuan pendidikan yang bersangkutan. 

Pasal 23 

(1) Pendidikan keagamaan Kristen jenjang pendidikan dasar adalah Sekolah 

Dasar Teologi Kristen (SDTK) dan Sekolah Menengah Pertama Teologi 

Kristen (SMPTK). 

(2) Pendidikan keagamaan  Kristen    jenjang    pendidikan menengah adalah  

Sekolah  Menengah  Agama  Kristen (SMAK)  dan  Sekolah  Menengah  
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Teologi  Kristen  (SMTK) atau yang sederajat, yang terdiri atas 3 (tiga) 

tingkat. 

(3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada pendidikan menengah   

keagamaan  Kristen   seseorang harus berijazah SMP atau yang sederajat. 

(4) Pengelolaan   SMAK   dan   SMTK   diselenggarakan   oleh Pemerintah, 

gereja dan/atau lembaga keagamaan Kristen. 

(5) Kurikulum  SMAK  dan  SMTK  memuat  bahan  kajian tentang 

agama/teologi Kristen dan kajian lainnya pada jenjang menengah. 

(6) Isi  dan  materi  kurikulum yang  menyangkut  iman  dan moral 

merupakan kewenangan  gereja  dan/atau kelembagaan Kristen. 

Pasal 24 

(1) Pendidikan  tinggi  keagamaan  Kristen  diselenggarakan oleh gereja dan 

atau lembaga keagamaan Kristen. 

(2) Pendidikan   keagamaan  jenjang    pendidikan    tinggi diselenggarakan 

dalam  bentuk  Sekolah  Tinggi  Agama Kristen (STAK) dan Sekolah Tinggi 

Teologi (STT) atau bentuk lain yang sejenis. 

(3) STAK,  STT   atau   bentuk   lain   yang   sejenis   dapat diselenggarakan 

oleh   Pemerintah,   pemerintah   daerah dan/atau masyarakat. 

(4) Penamaan  satuan   jenjang   pendidikan   tinggi   yang diselenggarakan 

oleh gereja dan/atau lembaga keagamaan Kristen merupakan hak 

penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan. 

(5) Isi/materi   kurikulum   menyangkut   iman   dan   moral pendidikan 

keagamaan Kristen/Teologi jenjang pendidikan tinggi merupakan    

kewenangan  gereja dan/atau lembaga keagamaan Kristen. 

 

BAB VI 

PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK 

 

Pasal 25 

(1) Pendidikan keagamaan Katolik diselenggarakan pada jalur pendidikan 

formal, nonformal, dan informal. 

(2) Pendidikan  keagamaan  Katolik  pada  jalur  pendidikan formal 

diselenggarakan    pada    jenjang    pendidikan menengah dan tinggi. 

(3) Pendidikan keagamaan Katolik pada jalur formal dibina oleh Menteri 

Agama 

Pasal 26 

Penamaan satuan pendidikan keagamaan Katolik jalur pendidikan formal pada 

jenjang pendidikan menengah dan tinggi merupakan hak penyelenggara satuan 

pendidikan yang bersangkutan. 
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Pasal 27 

Pendidikan    keagamaan    Katolik    tingkat    menengah merupakan  Sekolah  

Menengah  Agama  Katolik  (SMAK) atau yang sederajat yang terdiri atas 3 (tiga) 

tingkat. 

Pasal 28 

(1) Kurikulum pendidikan keagamaan Katolik memuat bahan kajian tentang 

agama Katolik dan kajian lainnya pada jenjang menengah. 

(2) Isi  dan  materi  kurikulum  yang  menyangkut  iman  dan moral 

merupakan  wewenang  gereja  Katolik  dan/atau Uskup. 

Pasal 29 

Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah dilakukan 

oleh gereja Katolik/keuskupan. 

Pasal 30 

(1) Pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan 

oleh gereja Katolik/keuskupan. 

(2) Pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi merupakan 

satuan pendidikan tinggi keagamaan yang mendapat ijin dari Menteri 

Agama. 

(3) Pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan 

dalam bentuk Sekolah   Tinggi Pastoral/Kateketik/Teologi atau bentuk lain 

yang sejenis dan sederajat. 

(4) Penamaan satuan pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi 

merupakan hak penyelenggara yang bersangkutan. 

(5) Isi  dan/atau  materi  kurikulum  yang  menyangkut  iman dan moral    

pendidikan    keagamaan    Katolik    jenjang pendidikan tinggi merupakan 

kewenangan gereja Katolik. 

 

BAB VII 

PENDIDIKAN KEAGAMAAN HINDU 

Pasal 31 

(1) Pendidikan keagamaan Hindu merupakan pendidikan berbasis 

masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk Pasraman, Pesantian, dan 

bentuk lain yang sejenis. 

(2) Pengelolaan   satuan   pendidikan   keagamaan   Hindu dilakukan oleh 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat 

(3) Pendidikan Pasraman diselenggarakan pada jalur formal, dan nonformal. 

(4) Pendidikan Pasraman diselenggarakan pada jalur formal setingkat TK 

disebut Pratama Widya Pasraman, yaitu tingkat Pratama Widya Pasraman A 

(TK A) dan tingkat Pratama Widya Pasraman B (TK B). 
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(5) Pendidikan   pasraman   pada   jalur   formal   jenjang pendidikandasar   

setingkat   SD   disebut   Adi   Widya Pasraman terdiri atas 6 (enam) 

tingkat. 

(6) Pendidikan   Pasraman   pada   jalur   formal   jenjang pendidikan dasar 

setingkat SMP disebut Madyama Widya Pasraman terdiri atas 3 (tiga) 

tingkat. 

(7) Pendidikan   Pasraman   pada   jalur   formal   jenjang pendidikan 

menengah setingkat SMA disebut Utama Widya Pasraman terdiri atas 3 

(tiga) tingkat. 

Pasal 32 

(1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik (Brahmacari) Adi Widya 

Pasraman, seseorang harus berijazah Pratama Widya Pasraman atau yang 

sederajat. 

(2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik (Brahmacari) Madyama Widya 

Pasraman, seseorang harus berijazah Adi Widya Pasraman atau yang 

sederajat. 

(3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik (Brahmacari) UtamaWidya   

Pasraman,   seseorang   harus   berijazah Madyama Widya Pasraman atau 

yang sederajat. 

(4) Pendidikan  Adi  Widya  Pasraman  terdiri  atas  6  (enam) tingkat  selama  6  

(enam)  tahun,  pendidikan  Madyama Widya Pasraman terdiri atas 3 (tiga) 

tingkat selama 3 (tiga) tahun, dan pendidikan Utama Widya Pasraman 

terdiri atas 3 (tiga) tingkat selama 3 (tiga) tahun. 

(5) Peserta didik (Brahmacari) pada pendidikan Pasraman berkewajiban 

melaksanakan warna asrama dharma. 

(6) Acarya  atau  pendidik  membimbing,  menuntun,  dan membekali peserta  

didik (Brahmacari) dengan pengetahuan agama lainnya sesuai dengan 

kurikulum. 

 

Pasal 33 

(1) Maha Widya Pasraman atau pendidikan keagamaan tinggi Hindu, 

diselenggarakan    oleh    Pemerintah    maupun masyarakat. 

(2) Penamaan satuan jenjang Maha Widya Pasraman yang diselenggarakan oleh    

masyarakat    merupakan    hak penyelenggara satuan pendidikan yang 

bersangkutan. 

 

Pasal 34 

(1) Pendidikan keagamaan Hindu nonformal dilaksanakan dalam bentuk 

Pesantian, sad dharma yaitu dharmatulla, dharma sadhana, dharma 

wacana, dharma yatra, dharma gita, dharma santi atau dalam bentuk lain 

yang sejenis. 

(2) Pendidikan  keagamaan  Hindu  nonformal  merupakan kegiatan 

pendidikan keagamaan Hindu secara berjenjang atau tidak   berjenjang   
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bertujuan   untuk   melengkapi pendidikan agama di sekolah   formal   

dalam   rangka meningkatkan sraddha dan bhakti peserta didik. 

(3) Penyelenggaraan pendidikan keagamaan Hindu nonformal sebagai kegiatan 

pendidikan keagamaan Hindu berbasis masyarakat, diselenggarakan  oleh  

lembaga  sosial  dan tradisional keagamaan Hindu, dilaksanakan di 

lingkungan tempat ibadah,  balai  adat,  dan  tempat  lainnya  yang 

memenuhi syarat. 

 

BAB VIII 

PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA 

Pasal 35 

(1) Pendidikan keagamaan Buddha diselenggarakan oleh masyarakat pada   

jalur   pendidikan   nonformal   dalam bentuk program   Sekolah   Minggu   

Buddha,   Pabbajja Samanera, dan bentuk lain yang sejenis. 

(2) Pengelolaan  satuan  pendidikan  keagamaan  Buddha dilakukan oleh 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 

 

Pasal 36 

(1) Pabbajja Samanera merupakan pendidikan nonformal yang diselenggarakan 

oleh  Sangha  atau  Majelis  Keagamaan Buddha bertempat di 

Vihara/Cetiya yang diperuntukkan khusus bagi samanera, samaneri, 

silacarini, buddhasiswa, dalam rangka  peningkatan   kualitas   keimanan   

dan ketakwaan. 

(2) Pabbajja Samanera bertujuan untuk menanamkan disiplin pertapaan 

sesuai  dengan  ajaran  Sang  Buddha  dalam meningkatkan kualitas 

keimanan umat Buddha. 

(3) Pabbajja Samanera dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu. 

(4) Peserta didik Pabbajja Samanera meliputi anak-anak, remaja, dan 

dewasa. 

(5) Kurikulum Pabbajja Samanera meliputi riwayat hidup Buddha Gotama,  

etika samanera, pokok-pokok dasar agama Buddha, paritta/mantra, 

meditasi, kedharmadutaan, dan materi penting terkait lainnya. 

(6) Pendidik  pada  Pabbajja  Samanera  mencakup  para Bhikkhu/Bhiksu, 

Bhikkhuni/Bhiksuni, Pandita, Pendidik Agama, atau yang berkompetensi. 

Pasal 37 

(1) Sekolah Minggu Buddha merupakan kegiatan belajar mengajar nonformal 

yang dilaksanakan di Vihara atau Cetya setiap hari Minggu secara rutin. 

(2) Sekolah Minggu Buddha bertujuan untuk menanamkan saddha/sraddha 

dan bhakti peserta didik dalam rangka meningkatkan keimanan      umat      

Buddha     secara berkesinambungan. 
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(3) Sekolah   Minggu   Buddha   diselenggarakan   secara berjenjang atau 

tidak berjenjang. 

(4) Sekolah   Minggu   Buddha   merupakan   pelengkap   atau bagian dari 

pendidikan agama pada satuan pendidikan formal. 

(5) Kurikulum Sekolah Minggu Buddha memuat bahan kajian 

Paritta/Mantram, Dharmagita,  Dhammapada,  Meditasi, Jataka, 

Riwayat Hidup Buddha Gotama, dan Pokok-pokok Dasar Agama Buddha. 

(6) Tenaga Pendidik pada Sekolah Minggu Buddhis mencakup 

Bhikkhu/Bhiksu, Bhikkhuni/Bhiksuni, Samanera/Sramanera, 

Samaneri/Sramaneri, Pandita, Pendidik Agama, atau yang berkompetensi. 

 

BAB IX 

PENDIDIKAN KEAGAMAAN KHONGHUCU 

Pasal 38 

(1) Pendidikan keagamaan Khonghucu diselenggarakan oleh masyarakat 

pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. 

(2) Pendidikan  keagamaan  Khonghucu  berbentuk  program Sekolah Minggu,   

Diskusi   Pendalaman   Kitab   Suci, Pendidikan  Guru  dan  Rohaniwan  

Agama  Khonghucu, atau bentuk lain yang sejenis. 

(3) Pengelolaan  satuan  pendidikan  keagamaan  Khonghucu dilakukan oleh 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 

 

Pasal 39 

(1) Sekolah  Minggu  Khonghucu  dan  Diskusi  Pendalaman Kitab Suci    

merupakan    kegiatan    belajar-mengajar nonformal  yang  dilaksanakan 

di Xuetang, Litang, Miao dan Klenteng, yang  dilaksanakan  setiap  

minggu  dan tanggal 1 serta 15 penanggalan lunar. 

(2) Sekolah  Minggu  Khonghucu  dan  Diskusi  Pendalaman Kitab Suci 

bertujuan untuk menanamkan keimanan dan budi pekerti peserta didik. 

(3) Kurikulum Sekolah Minggu Khonghucu memuat bahan kajian Daxue, 

Zhongyong, Lunyu, Mengzi Yijing, Shujing, Liji, Shijing, Chun Qiu Jing, 

Xiaojing, Sejarah Suci Agama Khonghucu, serta Tata Agama/Peribadahan 

Khonghucu. 

(4) Tenaga Pendidik pada pendidikan keagamaan Khonghucu mencakup  

Jiaosheng,  Wenshi,  Xueshi,  Zhanglao  atau yang mempunyai kompetensi 

Pasal 40 

Pendidikan Guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu adalah pendidikan formal 

dan nonformal yang diselenggarakan di Shuyuan atau lembaga pendidikan 

lainnya dan oleh yayasan yang bergerak dalam pendidikan atau perkumpulan 

umat Khonghucu 
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BAB X 

 PENGAWASAN DAN PEMBINAAN  

Pasal 41 

(1) Pemerintah  Daerah  melaksankan  pengawasan  dan pembinaan atas 

penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang 

diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang ada di Daerah. 

(2) Pengawasan   dan   pembinaan   Pemerintah   Daerah sebagaimana  

dimaksud  pada  ayat  (1)  pasal  ini, dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama 

dengan Kantor Departemen  Agama  Kabupaten Brebes,  orang  tua  Peserta 

Didik  dan masyarakat. 
 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP  

Pasal 42 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 

mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Bupati. 

Pasal 43 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes. 

 

Ditetapkan di Brebes 

pada tanggal ............ 

BUPATI BREBES 

 

  ttd 

IDZA PRIYANTI 

 

Diundangkan di Brebes 

pada tanggal ............................................. 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES 

 

  ttd 

 

..................................................................................... 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN: 2018 NOMOR 
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PENJELASAN 

ATAS RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES 

NOMOR.......TAHUN 2018 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN 

 

I. UMUM 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 

31 ayat (3) berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 

sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang 

diatur dengan undang-undang”. Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 

1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahan Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem 

pendidikan nasional adalah “pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak 

mulia”.  

Pendidikan keagamaan juga berkembang akibat mata pelajaran/kuliah 

pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian 

masyarakat mengatasinya dengan tambahan pendidikan agama di rumah, 

rumah ibadah, atau di perkumpulan-perkumpulan yang kemudian 

berkembang menjadi satuan atau program pendidikan keagamaan formal, 

nonformal atau informal.  

Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis 

masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat 

belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang 

sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis 

layanan pendidikan. Dalam kenyataan terdapat kesenjangan sumber daya 

yang besar antar satuan pendidikan keagamaan. Sebagai komponen Sistem 

Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk 

berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen 

bangsa, termasuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah.  

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional maka perlu 

pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan Keagamaan yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup Jelas 

Pasal 2 

Cukup Jelas 

Pasal 3 

Cukup Jelas 

Pasal 4 

Cukup Jelas 

Pasal 5 

Cukup Jelas 

Pasal 6 

Cukup Jelas 

Pasal 7 

Cukup Jelas 

Pasal 8 

Cukup Jelas 

Pasal 9 

Cukup Jelas 

Pasal 10 

Cukup Jelas 

Pasal 11 

Cukup Jelas 

Pasal 12 

Cukup Jelas 

Pasal 13 

Cukup Jelas 

Pasal 14 

Cukup Jelas 

Pasal 15 

Cukup Jelas 
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Pasal 16 

Cukup Jelas 

Pasal 17 

Cukup Jelas 

Pasal 18 

Cukup Jelas 

Pasal 19 

Cukup Jelas 

Pasal 20 

Cukup Jelas 

Pasal 21 

Cukup Jelas 

Pasal 22 

Cukup Jelas 

Pasal 23 

Cukup Jelas 

Pasal 24 

Cukup Jelas 

Pasal 25 

Cukup Jelas 

Pasal 26 

Cukup Jelas 

Pasal 27 

Cukup Jelas 

Pasal 28 

Cukup Jelas 

Pasal 29 

Cukup Jelas 

Pasal 30 

Cukup Jelas 
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Pasal 31 

Cukup Jelas 

Pasal 32 

Cukup Jelas 

Pasal 33 

Cukup Jelas 

Pasal 34 

Cukup Jelas 

Pasal 35 

Cukup Jelas 

Pasal 36 

Cukup Jelas 

Pasal 37 

Cukup Jelas 

Pasal 38 

Cukup Jelas 

Pasal 39 

Cukup Jelas 

Pasal 40 

Cukup Jelas 

Pasal 41 

Cukup Jelas 

Pasal 42 

Cukup Jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 



1 
 

 

 

 


